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Gas Asap
DI SAMPING mengeluh dan marah, apa 

yang dilakukan orang Singapura selama 
dapat kiriman asap dari kebakaran hutan 

di Indonesia?
Dari enam orang yang makan bersama saya di 

salah satu restoran Sichuan Singapura tidak satu 
pun yang tidak beli penjernih udara. Itu untuk 
dipasang rumah masing-masing. Harga mesin 
puri�er pun langsung naik dua kali lipat. Yang 
paling laris merek Xiaomi. Enam orang enam 
Xiaomi.

Bersambung ke Hal.2 Bersambung ke Hal.2

 WAKIL GUBERNUR IDAH SYAHIDAH RH TERIMA ANUGERAH MANDAYA AWARD 2026 

Apresiasi, Gorontalo Jadi Provinsi Terbaik Pengentasan Kemiskinan

DA L A M  k at e g o r i  t e r s e b u t , 
Gorontalo bersanding dengan 
tiga provinsi lainnya, yakni 

Lampung, Jawa Tengah, dan Sumatera 
Selatan. Pemberian penghargaan ini 
diserahkan langsung oleh Menteri 
Koordinator Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar. 
Capaian tersebut sejalan dengan data 
Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 
2026 yang menunjukkan persentase 
penduduk miskin di Gorontalo turun 
menjadi 12,16 persen, dari 12,62 persen 
pada September 2025. Penurunan 

sebesar 0,46 persen poin ini setara 
dengan berkurangnya jumlah penduduk 
miskin sebanyak 5,16 ribu jiwa.

Berdasarkan wilayah, persentase 
penduduk miskin di perkotaan tercatat 
sebesar 4,30 persen, turun 0,16 persen 
poin. Sementara itu, di perdesaan 
angkanya mencapai 19,24 persen, 
turun 0,62 persen poin dibandingkan 
September 2025. Tren positif juga 
terlihat pada penurunan kemiskinan 
ekstrem. 

PEMERINTAH Provinsi Gorontalo meraih penghargaan Mandaya Award 2026 
dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagai 
Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan 

tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli 
Habibie pada puncak penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza 

Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Bersambung ke Hal.2

(FOTO - ZAKIR/BPG)

WAGUB Idah 
Syahidah RH 
menerima 
penghargaan 
dari Menteri 
Koordinator 
Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
RI, Muhaimin 
Iskandar 
pada puncak 
penganugerahan 
Mandaya Award 
di Ballroom 
Plaza Jamsostek, 
Jakarta Selatan, 
Selasa (2�/10). 

GORONTALO SIAPKAN 
DUA NAMA DIREKSI BSG

Oleh: Dahlan Iskan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta 
menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk 
menghormati kontrak kerja sama gas bumi dengan 
negara mitra.-Kementerian ESDM-

Bersambung ke Hal.2

AKSI BIADAB D:I BAG8S

Istri-Anak Dicekik, 
Dimutilasi, Lalu Digiling

SURABAYA -GP- Ini tindakan yang sangat biadab dan sudah diluar 
batas-batas kemanusiaan. Seorang pria di Madiun bernama Dwi 

Bagus Martono (DBM) tega membunuh istri sirinya Dini Hardiyanti 
(30) dan anak dari istrinya AGF (4) di salah satu hotel yang ada di 

Madiun dengan mencekik kedua korban. Tak hanya sebatas itu, dia 
juga memutilasi dan menggiling potongan badan jasad korban, lalu 
membuangnya ke sungai untuk menghilangkan jejak pembunuhan.

Pembunuhan dengan sadis ini dilakukan Dwi Bagus Martono 
setelah dia merasaken emosi yang memuncak setelah cekcok dengan 

korban pada, Ahad (20/9/2026).
Dirreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing 

menjelaskan cekcok itu dipicu kecemburuan korban terhadap 
tersangka, karena merasa dibiarkan setelah diajak menginap pada 

Sabtu (19/10). 
Padahal, rencana menginap itu untuk merayakan ulang tahun anak 

korban. “Jadi, dapat saya jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan 
memang pada waktu itu antara korban dengan pelaku mau ada acara 

ulang tahun anaknya.
Makanya mereka menginap di hotel itu pada tanggal 19 September 

2026,” kata Roy di Mapolda Jatim, Selasa (27/10). 

(FOTO: ISTIMEWA)

PELAK8 dugaan pembunuhan sadis di Madiun, DBM diringkus Polisi. 

GORONTALO GP - Dua nama putra daerah 
disiapkan Gubernur Gorontalo Gusnar 
Ismail, bersama lima bupati pemegang 

saham untuk diusulkan dalam jajaran 
pengurus direksi PT Bank Pembangunan 
Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BSG). 

Di saat yang sama, posisi Direktur Treasury 
dan Fund ‘torang pe bank’ menjadi sorotan 

setelah muncul pejabat yang mendudukinya 
tidak memenuhi persyaratan kompetensi. 

Kursi Direktur Treasury dan Fund 
sendiri merupakan jatah Gorontalo, yang 

sebelumnya diemban Rudiyanto Katili.  
(FOTO: VALEN) 

8S8LAN GORONTALO  - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melakukan pertamuan 
dengan seluruh Bupati di Gorontalo terkait usulan nama direksi BSG yang akan 

disampaikan dalam R8PS-LB. 

Gusnar Kumpul
Seluruh Bupati Siap 

Hadapi RUPS-LB
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Gorontalo Siapkan Dua Nama Direksi BSG

Saldo tanggal 9 januari 2026

Salurkan Infak Dan Waqaf Terbaik Kita
Untuk Pembangunan

Rp 3.248.580.793Bank Muamalat

Rp 372.045.645Bank BSG

Total Pertambanhan Saldo setelah dikurangi
pengeluaran selang 30 Mei s/d 12 juni 2026 Rp 106.454.766

1.Momen dan Mandat Baru
Pemilihan ketua baru Asosiasi 

Pengajar Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Negara (APHTN-
HAN) Wilayah Gorontalo bukan 
sekadar pergantian posisi struktural. 
Ia adalah momentum yang memanggil 
tanggung jawab kolekti f  untuk 
memperkuat peran akademisi hukum 
dalam membentuk arah pembangunan 
hukum yang lebih adil, konstitusional, 
dan kontekstual. Di tengah gempuran 
tantangan demokrasi dan kompleksitas 
birokrasi negara, posisi APHTN-HAN 
di daerah harus dilihat sebagai garda 
depan dalam membumikan nilai-nilai 
negara hukum yang sejati.

Dalam konteks demokrasi Indonesia 
yang majemuk dan terdesentralisasi, 
peran daerah tak lagi bisa dianggap 
periferal. Justru di situlah sering 
kita jumpai wajah paling nyata dari 
ketimpangan, pelanggaran etika publik, 
serta kaburnya batas antara kekuasaan 
dan hukum. Maka, kepemimpinan 
baru di tubuh APHTN-HAN Gorontalo 
harus membawa semangat baru, 
tidak hanya menghidupkan diskursus 
akademik, tetapi juga memperkuat 
fungsi kritis dan praksis dari keilmuan 
hukum tata negara dan administrasi 
negara.

APHTN-HAN sebagai organisasi 
kei lmuan memiliki  kedudukan 
strategis: ia bukan sekadar ruang 
diskusi di antara akademisi, tetapi 
juga wadah untuk merumuskan arah 
pemikiran dan praksis hukum yang 
relevan dengan kebutuhan masyarakat. 
Ketika hukum dirasakan jauh dan 
abstrak oleh warga, para pengajar HTN-
HAN memiliki tanggung jawab untuk 
menjembatani antara prinsip-prinsip 
normatif dengan realitas sosial-politik 
di lapangan. Di sinilah pentingnya 
membaca ulang posisi APHTN-HAN 
dari perspektif �lsafat praksis, bahwa 
ilmu tidak selesai di ruang kelas, tetapi 
harus menyentuh denyut kehidupan 
publik.

Kepemimpinan yang baik dalam 
organisasi seperti APHTN-HAN bukan 
hanya soal pengelolaan administratif, 
melainkan soal keberanian membawa 
arah pemikiran ke medan yang lebih 
luas. Kepemimpinan itu harus mampu 
menyuarakan nilai keadilan prosedural 
dan substantif, serta mengangkat 
pentingnya supremasi konstitusi di 
tengah praktik politik yang sering kali 
pragmatis dan oportunistik. Dalam 
hal ini,  Gorontalo bukan hanya 
wilayah geogra�s, tetapi juga simbol 
komitmen bahwa dari manapun, suara 
perubahan hukum bisa bergema ke 
tingkat nasional.

D e n g a n  s e m a n g a t  t e r s e b u t , 
pemilihan ketua baru APHTN-HAN 
Wilayah Gorontalo harus dibaca sebagai 
awal dari gerakan intelektual yang 
lebih terorganisir dan transformatif. 
Sebab, jika hukum hanya dibicarakan 
tapi tak dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, maka yang gagal bukan 
sekadar sistem, melainkan juga para 
pengampunya. Maka, mandat ini 
bukan hanya untuk organisasi, tapi 
juga untuk sejarah: apakah kita akan 
jadi saksi pasif atas dekadensi hukum, 
atau menjadi bagian dari upaya kolektif 
untuk mengembalikan martabat 
negara hukum Indonesia.

2.Tantangan Hukum Tata Negara 
dan Administrasi Negara dari 

Perspektif Daerah
Salah satu tantangan terbesar dalam 

pembangunan hukum tata negara 
dan hukum administrasi negara di 
Indonesia adalah jurang lebar antara 
norma konstitusional dan praktik di 
lapangan, khususnya di tingkat daerah. 
Undang-Undang Dasar 1945 dan 

berbagai perangkat hukum turunannya 
memang telah menjamin prinsip-
prinsip demokrasi, akuntabilitas, 
dan otonomi daerah. Namun, dalam 
kenyataannya, banyak daerah masih 
kesulitan menerjemahkan prinsip 
tersebut ke dalam sistem pemerintahan 
yang bersih, efektif, dan berpihak 
pada rakyat. Hukum yang tertulis 
belum sepenuhnya menjelma menjadi 
hukum yang bekerja.

Di berbagai daerah, termasuk 
Gorontalo, masih sering dijumpai 
p e n y a l a h g u n a a n  k e w e n a n g a n , 
dominasi kepala daerah atas lembaga 
legislatif, serta praktik birokrasi yang 
sarat patronase politik. Ini bukan 
sekadar masalah teknis,  tetapi 
cerminan dari lemahnya pemahaman 
t e r h a d a p  d a s a r- d a s a r  h u k u m 
administrasi negara yang menjunjung 
prinsip legalitas, netralitas ASN, dan 
pelayanan publik yang adil. Ironisnya, 
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
ini kerap tidak dibaca sebagai krisis 
hukum, melainkan dianggap bagian 
dari “realitas politik lokal” yang harus 
ditoleransi. Di sinilah letak urgensi 
pembaruan cara pandang dan cara 
kerja.

Secara �loso�s, hukum tata negara 
dan administrasi negara adalah 
alat untuk menata kekuasaan dan 
mengendalikan penyelenggaraan 
negara agar tetap dalam rel moral 
dan rasional. Namun, ketika hukum 
hanya menjadi formalitas, sementara 
kekuasaan dijalankan tanpa kontrol 
etik dan hukum, maka yang terjadi 
adalah banalitas hukum, sebuah 
situasi di mana hukum hadir tapi tak 
bermakna. Ini bukan hanya kegagalan 
lembaga, tetapi kegagalan kolektif 
dalam membangun budaya hukum. 
Maka, tantangan yang kita hadapi 
bukan sekadar teknokratis, tapi juga 
ideologis dan kultural.

Ta n t a n g a n  l a i n n y a  a d a l a h 
minimnya literasi hukum publik di 
kalangan masyarakat. Ketika warga 
tidak memahami hak-haknya, ketika 
prosedur hukum tidak transparan, 
maka kekuasaan bisa beroperasi 
tanpa koreksi. Demokrasi lokal pun 
kehilangan ruh partisipasinya. Dalam 
kondisi ini, para pengajar hukum 
tata negara dan administrasi negara 
memiliki tanggung jawab intelektual 
dan moral untuk menjadi jembatan 
antara dunia hukum dan kebutuhan 
nyata masyarakat. Ini bukan sekadar 
soal mengajar di kelas, tapi soal 
menghidupkan kesadaran hukum di 
ruang-ruang sosial yang lebih luas.

Karena itu, dalam konteks Gorontalo 
dan wilayah lain yang menghadapi 
tantangan serupa, pembangunan 
hukum tidak bisa hanya berpusat di 
Jakarta atau Mahkamah Konstitusi. 
Ia harus dimulai dari penguatan 
aktor-aktor lokal: dari kampus, ruang 
komunitas, hingga ruang birokrasi. 
Tanpa itu, hukum akan terus menjadi 
proyek elite yang tak pernah benar-
b e n a r  m e n y e n t u h  k e b u t u h a n 
publik,dan dengan demikian, cita-cita 
negara hukum yang demokratis akan 
tetap menjadi slogan kosong. Maka, 
inilah panggilan zaman bagi APHTN-
HAN di daerah, untuk mengubah 
keterpinggiran menjadi kekuatan, 
dan menjadikan hukum sebagai alat 
pembebasan, bukan pembenaran 
kekuasaan.

3.Peran Strategis APHTN-
HAN Wilayah dalam Konteks 

Desentralisasi dan Demokrasi
Dalam kerangka desentralisasi, 

daerah memiliki ruang yang cukup 
luas untuk mengatur dan mengurus 
kepentingannya sendiri. Namun ruang 
itu juga datang bersama tanggung 

jawab besar untuk memastikan 
bahwa setiap kebijakan, regulasi, dan 
tindakan administratif tetap berada 
dalam koridor hukum dan nilai-
nilai konstitusional. Di titik inilah 
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara 
dan Hukum Administrasi Negara 
(APHTN-HAN) wilayah memegang 
peran penting. Bukan hanya sebagai 
forum akademik, tetapi sebagai aktor 
strategis yang mampu memengaruhi 
arah demokrasi lokal dan memperkuat 
kapasitas kelembagaan di daerah.

APHTN-HAN harus dilihat bukan 
sekadar organisasi profesi, melainkan 
bagian dari infrastruktur intelektual 
demokrasi. Ia menghubungkan teori 
hukum dengan praktik pemerintahan, 
serta menjembatani pemikiran kritis 
dengan kebutuhan masyarakat. Dalam 
konteks Gorontalo dan daerah lainnya, 
peran ini menjadi sangat signifikan 
mengingat belum meratanya akses 
terhadap sumber daya intelektual 
hukum publik. APHTN-HAN Wilayah 
memiliki peluang besar untuk menjadi 
penggerak perubahan dari bawah, 
dengan cara mendorong tata kelola 
pemerintahan yang berbasis hukum 
dan memperkuat partisipasi masyarakat 
sipil dalam proses demokrasi.

Tantangan besar dalam demokrasi 
lokal adalah dominasi kekuasaan 
yang sering tidak diimbangi dengan 
kontrol hukum yang kuat. Di sinilah 
peran para pengajar hukum menjadi 
penting, mereka memiliki otoritas 
moral dan kapasitas intelektual 
untuk melakukan kritik, menyusun 
rekomendasi kebijakan, dan terlibat 
dalam pendidikan publik. Jika ini 
dilakukan secara konsisten, maka 
APHTN-HAN akan berfungsi sebagai 
penghubung antara ilmu hukum dan 
kehidupan demokrasi yang lebih 
sehat. Dengan kata lain, organisasi ini 
dapat mendorong lahirnya demokrasi 
konstitusional yang tidak hanya 
prosedural, tapi juga substantif.

Secara filosofis, demokrasi tanpa 
nalar hukum adalah demokrasi 
yang rapuh. Hukum tata negara 
dan administrasi negara memberi 
kerangka agar kekuasaan tidak berjalan 
semaunya, dan agar kewenangan selalu 
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 
konteks ini, kehadiran APHTN-HAN 
di wilayah tidak hanya penting, tetapi 
mendesak. Ia harus menjadi ruang 
produksi gagasan dan nilai, bukan 
sekadar tempat mengulang dogma 
hukum lama yang tak lagi relevan 
dengan dinamika lokal. APHTN-HAN 
harus berani keluar dari zona nyaman 
akademik dan terjun aktif ke ruang 
publik untuk mengawal demokrasi 
yang berpijak pada konstitusi dan 
hukum yang hidup.

Maka, transformasi peran APHTN-
HAN dari organisasi keilmuan menjadi 
kekuatan penggerak perubahan 
b u k a n l a h  p i l i h a n ,  m e l a i n k a n 
keniscayaan. Dunia akademik harus 
berhenti menjadi menara gading yang 
sunyi dari realitas. Sebaliknya, ia harus 
menjadi menara pengawas yang siaga, 
kritis, dan berpihak pada nilai-nilai 
keadilan. Dengan posisi ini, APHTN-
HAN Wilayah Gorontalo tidak hanya 
bisa memperkuat demokrasi lokal, 
tetapi juga memberi kontribusi nyata 
bagi pembangunan hukum tata negara 
dan administrasi negara yang lebih adil 
dan kontekstual di tingkat nasional.

4.Jalan ke Depan: Menghidupkan 
Etos Konstitusionalisme dari 

Gorontalo

Menjaga konstitusi bukan hanya 
tugas lembaga-lembaga negara di 
tingkat pusat. Etos konstitusionalisme 
ha r u s  h i d u p  d i  s e t i ap  l ap i sa n 
masyarakat, termasuk di daerah. 
Tanpa kesadaran konstitusional 
yang kuat di tingkat lokal, praktik 
hukum akan terus diliputi kekacauan 
antara formalitas hukum dan praktik 
kekuasaan yang oportunistik. Di 
sinilah peran strategis APHTN-HAN 
wilayah menjadi krusial,  bukan 
sekadar menyebarkan pengetahuan 
hukum, tetapi menumbuhkan budaya 
berpikir konstitusional yang menyatu 
dengan kehidupan publik sehari-hari. 
Gorontalo harus menjadi salah satu 
titik nyala dari gerakan ini.

M e n g h i d u p k a n  e t o s 
konstitusionalisme berarti membangun 
kesadaran bahwa hukum bukan 
sekadar teks, melainkan nilai yang 
mengatur dan membatasi kekuasaan. 
Dalam banyak kasus di daerah, 
ketidaktaatan terhadap hukum terjadi 
bukan karena kekosongan norma, 
tetapi karena absennya rasa hormat 
terhadap prinsip dasar bernegara. 
Misalnya, pengangkatan pejabat 
tanpa prosedur, penggunaan APBD 
untuk kepentingan elektoral, atau 
penempatan ASN atas dasar kedekatan 
politik. Semuanya mencerminkan 
kelumpuhan etika hukum administrasi. 
Tanpa keberanian untuk menyuarakan 
kritik dan membangun pemahaman 
yang benar, pelanggaran-pelanggaran 
ini akan dianggap sebagai praktik yang 
wajar.

Untuk itu, perlu ada strategi kolektif 
membangun kembali kesadaran 
publik dan aparatur terhadap nilai-
nilai dasar konstitusi. APHTN-HAN 
dapat memainkan peran sebagai 
pusat edukasi publik, pelatihan bagi 
ASN dan pemda, serta mitra kritis bagi 
pembuat kebijakan. Akademisi tidak 
boleh puas hanya dengan menulis 
jurnal atau mengajar di ruang kuliah. 
Ilmu hukum harus dibawa keluar: ke 
desa, ke ruang sidang DPRD, ke forum-
forum masyarakat sipil. Di titik inilah 
pendidikan hukum menjadi gerakan 
moral, bukan sekadar transmisi 
pengetahuan teknis.

Tugas ini tentu tidak bisa dipikul 
sendirian. Diperlukan kolaborasi 
yang erat  antara APHTN-HAN, 
pemerintah daerah, media lokal, 
dan organisasi masyarakat sipil. 
Hanya dengan membangun ekosistem 
hukum yang sal ing menopang, 
konstitusionalisme bisa tumbuh 
secara berkelanjutan. APHTN-HAN 
harus menjadi penghubung antar 
elemen ini, menjembatani bahasa 
akademik dengan realitas sosial-
politik di  lapangan. Lebih dari 
itu, organisasi ini juga harus aktif 
menyusun rekomendasi kebijakan 
berbasis riset, agar pengambilan 
keputusan di daerah benar-benar 
selaras dengan nilai-nilai keadilan 
dan kepastian hukum.

Gorontalo memiliki peluang besar 
untuk menjadi model laboratorium 
k o n s t i t u s i o na l i s m e  d a r i  t i mu r 
Indonesia. Bukan karena merasa 
lebih unggul, tetapi karena adanya 
kesadaran bahwa perubahan tidak 
harus menunggu dari pusat. Justru 
dari daerah-daerah seperti inilah 
perubahan bisa dimulai, perubahan 
c a r a  b e r p i k i r,  c a r a  m e n g a j a r, 
ca ra  m e ng e l o la  b i ro k ra s i ,  da n 
cara memahami hukum sebagai 
alat  pembebasan.  Jika APHTN-
HAN Wilayah Gorontalo mampu 
menempuh jalan ini dengan konsisten, 
maka suara daerah akan punya gema 
yang kuat dalam percakapan hukum 
nasional, bukan sekadar ikut bicara, 

tetapi ikut menentukan arah.

5.Dari Pinggiran Menuju Pusat 
Perubahan

Dalam sejarah bangsa, perubahan 
besar tak selalu datang dari pusat 
kekuasaan. Justru sering kali, gagasan-
gagasan segar dan keberanian moral 
lahir dari pinggiran, dari wilayah 
yang tak disorot terang kamera 
nasional. Maka, ketika APHTN-HAN 
Wilayah Gorontalo menatap masa 
depan dengan kepemimpinan baru, 
ini bukan hanya soal mengurus 
organisasi internal. Ini adalah peluang 
untuk membuktikan bahwa daerah 
bisa menjadi pusat gagasan, pusat 
gerakan, dan pusat perubahan dalam 
penguatan hukum tata negara dan 
administrasi negara di Indonesia.

Sudah terlalu lama diskursus 
hukum publik didominasi oleh suara 
dari Jakarta. Seolah-olah hanya 
pusat yang layak berbicara tentang 
konstitusi, sistem presidensial, atau 
reformasi birokrasi. Padahal, akar 
dari banyak persoalan hukum justru 
tumbuh di daerah, di ruang-ruang 
pemerintahan lokal yang jauh dari 
sorotan, di mana praktik kekuasaan 
dijalankan dengan minim kontrol. 
Oleh karena itu, saat akademisi hukum 
di Gorontalo menyuarakan pentingnya 
konstitusionalisme, transparansi, dan 
etika kekuasaan, suara itu bukan 
sekadar pengulangan teori. Ia lahir 
dari pengalaman nyata, dari kedekatan 
dengan praktik birokrasi yang masih 
mencari bentuk idealnya.

K e s a d a r a n  i n i  m e m b a w a 
konsekuensi. APHTN-HAN Wilayah 
tidak bisa hanya berperan sebagai 
p e n g a m a t .  I a  h a r u s  m e n j a d i 
pelaku, mendidik, memproduksi 
pengetahuan, menyusun kritik, dan 
mendorong perubahan kebijakan yang 
berpihak pada kepentingan rakyat. Ini 
bukan tugas kecil, tapi inilah misi yang 
membuat kehadiran organisasi ini 
benar-benar relevan. Di tengah dunia 
akademik yang sering terjebak dalam 
kesunyian menara gading, keberanian 
untuk turun ke medan praksis adalah 
pilihan etis sekaligus politis yang tidak 
bisa ditunda.

Lebih dari itu, komitmen terhadap 
negara hukum bukan hanya soal 
prosedur legal-formal. Ia menuntut 
keberanian moral untuk menyatakan 
yang benar sebagai benar, dan yang 
salah sebagai salah, meskipun itu 
berhadapan dengan kekuasaan. Di 
sinilah urgensi kehadiran akademisi 
yang berani berpikir dan bertindak 
dengan integritas.  Jika APHTN-
HAN Gorontalo mampu merawat 
keberanian itu, maka ia tidak hanya 
mencetak lulusan hukum, tapi juga 
membentuk karakter kepemimpinan 
yang peka terhadap keadilan dan 
tangguh dalam menghadapi tekanan 
kekuasaan.

Dengan demikian, masa depan 
hukum tata negara dan administrasi 
negara di Indonesia tak semata 
d i t e n t u k a n  o l e h  p e r u b a h a n 
d i  Ma h k a m a h  Ko n s t i t u s i  a t a u 
Kementerian Dalam Negeri. Ia juga 
ditentukan oleh dinamika di daerah-
daerah seperti Gorontalo, di kampus, 
ruang kelas, balai desa, ruang sidang 
DPRD, dan kantor pemerintahan 
lokal. Di tempat-tempat itulah cita-
cita negara hukum diuji, dan di situlah 
pula harapan akan Indonesia yang 
lebih adil dan konstitusional bisa terus 
dijaga. Maka, suara dari Gorontalo 
bukan suara pinggiran. Ia adalah 
suara nurani republik.

Ketua Wilayah Terpilih 
APHTN-HAN Gorontalo 
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Istri-Anak Dicekik, Dimutilasi, Lalu Digiling

Gas Asap

“Sekarang AC di rumah saya hidup 24 jam 
sehari,” ujar Robert Lai, sahabat Disway di 
sana. Ia warga Singapura kelahiran Hong 
Kong. “Itu karena kami tidak berani buka 
jendela agar tidak ada asap masuk rumah. 
Kalau AC tidak menyala ruangan jadi panas,” 
tambahnya.

“Juga beli puri�er?”
“Iya.”
“Juga merek Xiaomi?”
“Iya.”
Perubahan hidup lainnya: kian banyak 

orang yang ke ‘’bilik O2’’. Ukuran biliknya 
tidak sampai 1x1 meter. Hanya cukup untuk 
satu orang. Ke dalam bilik itu dimasukkan 
oksigen murni. Yakni setelah orang masuk 
ke dalamnya. Ada sekitar 10 stasiun ‘’bilik 
O2’’ di seluruh Singapura. Satu stasiun 
ada yang punya enam bilik. Awalnya bilik 
O2 untuk kebugaran paru dan kulit. Juga 
untuk kelengkapan klinik kecantikan. Tapi 
sejak ada kiriman asap dari Indonesia, bilik 
itu juga untuk pasok oksigen tambahan 
ke dalam paru. “Satu jam SGD500,” ujar 
seorang wanita yang sudah beberapa kali 
masuk bilik O2.

Ketika dia mengucapkan itu otak saya 
berhitung: sebelum ada kiriman asap apakah 
dia juga bayar O2 sebanyak 500x24 ke alam. 
Saya tidak berani mengucapkannya.

Masih ada kebiasaan baru lainnya orang 
Singapura: lebih rajin minum madu. Maka 
madu Selandia Baru jenis Manuka laris 
–dipercaya mengandung anti oksidan tinggi. 
“Sudah sebulan tiap hari kami sekeluarga 
minum madu,” katanyi.

Itu belum cukup. Masih harus rajin minum 
obat herbal dari Tiongkok. Sudah berbentuk 
kapsul. Ditambah satu obat batuk non herbal 
–yang warnanya stabilo mencolok.

Tidak hanya paru dan tenggorokan 
orang Singapura yang terganggu asap. 
Banyak restoran yang juga batuk-batuk: 
begitu aplikasi penanda kualitas udara 
menunjukkan angka 270 psi banyak orang 
tidak mau keluar rumah: restoran ikut sepi.

Maka bertambahlah yang marah-marah 
di medsos. Marah ke Indonesia. Sebaliknya 
banyak juga orang Indonesia yang balas 
marah-marah ke Singapura. Saling berbalas 
marah.

Maka ketika ada berita Indonesia 
menghentikan pasok gas ke Singapura 
dibilang itu bagian dari marah-pembalasan 
dari pihak Indonesia.

Tanggal 24 Oktober kemarin Indonesia 
memang memangkas  pas ok gas  ke 
Singapura. Mulai berlaku hari itu juga. 
Jumlah pangkasannya 31 juta kaki kubik 
per hari. Yakni dari Natuna 15 juta dan dari 
Sumatra 16 juta kaki kubik.

Gas itu sampai di Singapura untuk 
pembangkit listrik milik swasta di sana. 
Jumlah itu bisa untuk menghasilkan listrik 
120 MW. Itu memang tidak ada artinya 
dibanding kebutuhan listrik seluruh 
Singapura sekitar 8.500 MW.

Memangkas pasok gas itu mudah: tinggal 
menutup atau mengecilkan kran di pipa di 
percabangan ke arah Singapura. Di bawah 
laut sana pipa gas itu bercabang-cabang. 
Tiap percabangan dipasang kran buka-
tutup.

Pipa gas dari Indonesia ke Singapura itu 
datang dari dua arah: dari arah Natuna 
dan dari arah Sumatera. Ratusan kilometer 
panjangnya. Yang dari Sumatera datang dari 
dua arah pula: dari Lampung-Palembang 
dan dari arah Riau. Di dekat Batam ada 
cabang pipa ke Batam.

Yang dari arah Natuna ke Singapura juga 
ada cabang ke Batam. Yang dari arah Natuna 
itu tersambung pula dengan pipa yang 
dari arah Riau. Di Lampung sana pipa itu 
tersambung ke arah Cilegon, Jakarta, Cirebon, 
Semarang, Cepu, Gresik, sampai ke ujung 
Madura. Di Gresik bercabang ke Surabaya 
sampai mentok di Probolinggo (Leces). 
Idealnya, yang dari arah Lhokseumawe, 
Aceh, menuju Medan juga tersambung 
dengan jaringan pipa Riau. Sekarang masih 
terputus di Bagansiapiapi.

Maka ketika pemerintah memutuskan 
menghentikan pasok gas ke Singapura, 
petugas tinggal menutup kran di percabangan 
ke Singapura.

Apakah Singapura tidak tambah marah?
Saya mengamati itu selama di Singapura. 

Belum ada reaksi keras dari pihak Singapura. 
Yang ada baru sebatas pernyataan bahwa 
penyaluran gas ke Singapura itu ada perjanjian 
kontraknya. Pun baru diperpanjang tahun 
2022. Singapura masih sebatas minta agar 
semua pihak menghormati kontrak.

Di medsos ada omelan: Indonesia 
kelihatannya ketularan Donald Trump. 
Begitu kepentingan dalam negeri terganggu, 
keputusan sepihak dilakukan.

Indonesia memang lagi kekurangan gas. 
Agak akut. 

Batam kekurangan gas. Pabrik pupuk 
Sriwijaya kekurangan gas –untuk diubah 
jadi amoniak dan akhirnya jadi pupuk. 
Industri di Jawa Barat menjerit-jerit tidak ada 
kepastian harga maupun pasokan gas. 

Indonesia bikin keputusan sepihak. Kali 
ini semua pihak di Indonesia kelihatannya 
memuji keputusan Prabowo-Bahlil dalam 
mengatasi kekurangan gas dalam negeri. 
Bahwa Singapura teriak-teriak biarkan 
saja. Toh pasokan gas dari Indonesia itu 
tidak sampai 1 persen kebutuhan gas 
Singapura. Karena itu Singapura tidak mau 
menunjukkan rasa panik untuk menjaga 
ketenangan kalangan bisnis mereka.

Sebagian besar gas untuk negeri itu 
didatangkan dari Qatar dan Australia. Qatar 
sudah lama punya terminal LNG kelas 
raksasa. Australia punya terminal LNG baru 
di dekat Darwin.

Bagi Singapura kehilangan gas dari 
Indonesia tinggal menambah permintaan 
ke Qatar –kalau Iran tidak sedang blokade 
selat Hormuz. Masalahnya: bagaimana kalau 
harga gas Qatar lebih mahal dari gas Natuna. 
Mungkin akan terjadi kompromi. Selisih 
kemahalan tersebut dibuat sharing pain.

Atau Indonesia tidak mau tahu. Pokoknya 
produksi gas dalam negeri diutamakan 
untuk keperluan dalam negeri. Bisa juga 
dalam kontrak memang ada klausul seperti 
itu.

Apakah Indonesia juga akan berani 
menyetop pasok gas dari LNG Tangguh ke 
Tiongkok –lewat terminal LNG di pantai 
Putian, Fujian? Dengan alasan toh investasi 
Tangguh sudah terbayar kembali? Dan 
harga jual gas di zaman Presiden Megawati 
tersebut dianggap kelewatan murahnya?

Juga beranikah menghentikan ekspor gas 
dalam bentuk LNG ke Jepang –dari terminal 
LNG Donggi Senoro dekat Luwuk Banggai?

Perang sosmed soal asap kelihatannya 
akan berlanjut ke perang medsos soal gas. 
Tidak ada pabrik senjata yang diuntungkan 
ketika yang meletus adalah perang di 
medsos.(*)

Dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, 
persentasenya turun dari 4,66 persen menjadi 
2,13 persen. Penurunan sebesar 2,53 persen poin 
tersebut setara dengan berkurangnya jumlah 
penduduk dalam kategori kemiskinan ekstrem 
sebanyak 29,45 ribu jiwa, dari 55,63 ribu jiwa 
menjadi 26,18 ribu jiwa. 

Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie 
mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil 
dari upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan 
program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat 
sasaran dan memberikan dampak langsung kepada 
masyarakat. “Dalam kondisi keterbatasan kapasitas 
�skal daerah, bersama Pak Gubernur, intervensi 
pengentasan kemiskinan kami arahkan pada 
program yang bersifat prioritas, terukur, berdampak 
langsung, serta memiliki daya ungkit bagi 
masyarakat,”  kata Idah. Ia menjelaskan, kebijakan 
pengentasan kemiskinan di Gorontalo mencakup 
ketepatan sasaran penerima manfaat, optimalisasi 
anggaran, pemberdayaan ekonomi, peningkatan 
produktivitas, penguatan perlindungan sosial, 
akses terhadap hunian layak, stabilisasi harga, serta 
kolaborasi dan konvergensi program lintas sektor.

Selain menjalankan program prioritas daerah, 
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mendukung 
berbagai program nasional, di antaranya Makan 
Bergizi Gratis (MBG), Program Tiga Juta Rumah, 
Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan 
Merah Putih.

Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, 
Mandaya Award merupakan simbol transformasi 
pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. 
Menurutnya, upaya tersebut tidak lagi hanya 
berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi 
juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat 
agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara 
berkelanjutan. (tro/*)

Namun, sesaat setelah chekin, istri sah 
pelaku minta untuk dijemput setelah 
melakukan aktivitas dari luar. 

“Nah, pada tanggal pada saat tanggal 19 
itu juga istri sahnya ini minta dijemput ya 
dari luar sehingga dibuatlah alasan oleh si 
tersangka ini mobil dalam keadaan rusak 
kepada korban. Namun, korban sudah 
berhasil dimasukkan ke hotel tanggal 19,” 
katanya. 

Pelaku pun pergi untuk menjemput istri 

sahnya dan kembali lagi pada keesokan 
harinya, Ahad (20/9).

“Pada tanggal 20 dia datang. Si tersangka 
ini datang menemui korban. Nah, di 
situlah terjadi emosi yang meluap gitu. Ya, 
percekcokan di situ timbul,” lanjutnya. 

Emosi yang tak terbendung, membuat 
pelaku hilang kendali sehingga nekat 
menghabisi nyawa Dini dengan cara 
dicekik.

“Nah, tanggal 20 itulah si korban ini dihabisi 
oleh atau dilakukan perbuatan dilakukan 
pembunuhan tersangka,” jelasnya. 

Mengetahui korban tak berdaya, pelaku 
membawa jasad korban ke mobil dengan 
menggunakan sleeping bag. Sementara 
anaknya juga dibawa ke mobil. 

“Anaknya juga dibunuh dengan cara yang 
sama yakni dicekik di dalam mobil. Kedua 
jenazah kemudian dibawa ke rumah korban 
di Madiun,” katanya. 

“Setelah itu, tanggal 20 itu melakukan 
upaya untuk menghilangkan jejak itu. 
Membakar, memotong, dan memasukan ke 
penggilingan dan dimasukan ke karung dan 
dibuag ke sungai,” tandasnya. (net)

Kesepakatan pengusulan calon bos BSG 
itu dibahas dalam pertemuan yang dipimpin 
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama 
para bupati se Gorontalo, di rumah jabatan 
gubernur, Selasa (27/10) malam. Hasilnya 
akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) BSG di Manado, 
Kamis mendatang. Lima bupati yang hadir 
yakni Saipul Mbuinga dari Pohuwato, Sofyan 
Puhi dari Kabupaten Gorontalo, Rum Pagau 
dari Boalemo, Ismet Mile dari Bone Bolango, 
dan Thoriq Modanggu dari Gorontalo 
Utara.

Bupati  Pohuwato Saipul  Mbuinga 
membenarkan dua calon asal Gorontalo 
telah disepakati untuk diusulkan kepada 

pemegang saham. Menurut dia, para calon 
sebelumnya juga telah berkomunikasi dengan 
kepala daerah di Gorontalo. “Kesimpulan 
rapat untuk lanjutan RUPS itu adalah 
memutuskan dua orang asli Gorontalo yang 
akan disepakati. Kami sudah menyerahkan 
usulan tersebut kepada Bapak Gubernur 
untuk disampaikan pada RUPS di Manado, 
Kamis nanti,”  kata Saipul. Ia berharap 
calon yang nantinya ditetapkan memiliki 
komitmen memperjuangkan kepentingan 
dan pembangunan Gorontalo melalui 
peran BSG. Namun, penetapan pengurus 
tetap menjadi kewenangan RUPS sesuai 
mekanisme yang berlaku. Hanya saja, Saipul 
enggan membeberkan siapa dua nama yang 
bakal menjadi bos BSG itu. 

Hal yang sama disampaikan Bupati 

Gorontalo, Sofyan Puhi. Ia menyebut 
pertemuanya dengan Gubernur Gusnar 
Ismail itu, membahas usulan Gorontalo 
untuk kursi direksi pada pelaksanaan RUPS-
LB BSG. Menurut Sofyan pertemuan fokus 
pada koordinasi antarpemegang saham, dan 
kesiapan pemerintah daerah menghadapi 
agenda RUPS-LB. 

Sama seperti Saipul Mbuiga, Sofyan juga 
masih menyimpan rapat-rapat dua nama yang 
akan dibawa ke meja RUPS LB itu. Sementara, 
sejumlah dua nama yang bakal dibawa ke 
BSG itu yang paling menguat adalah Sjahron 
Botutihe, dan Tomi Gobel. Keduanya adalah 
putra Gorontalo yang berpengalaman di BSG. 
Sjaharon diketahui pernah menjabat kepala 
kantor wilayah BSG di Gorontalo, sedangkan 
Tomi Gobel merupkan kepala cabang utama 

BSG Gorontalo. Hanya saja belum ada kon�rmasi 
resmi terkait dua nama tersebut. 

Sebelumnya, kursi Direktur Treasury BSG 
kosong setelah Rudiyanto Katili tidak memenuhi 
presyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 
menempati posisi strategis di lembaga keuangan 
itu. Kekosongan itu, yang akan menjadi bahasan 
utama dalam RUPS-LB yang segera digelar. (tro)
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Potensi Tuna Kualitas Ekspor dari Laut Maluku Utara
FOTO CERITA

JAKARTA, 27/10 (ANTARA)
- Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri) bersama 
Kementerian Komunikasi 
dan Digital (Kemkomdigi) 
bersinergi dalam kolaborasi 
menjaga keamanan ruang 
digital. Sinergi itu terjalin 
dalam momen pertemuan 
antara Kapolri Jenderal Pol 
Suyudi Ario Seto dengan 
Menteri  Komunikasi  dan 
Digital (Menkomdigi) Meutya 
Hafid di Gedung Rupatama 

Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
K a p o l r i  J e n d e r a l  P o l 

Suyudi Ario Seto mengatakan 
perkembangan teknologi saat 
ini berjalan sangat cepat. Oleh 
karena itu, era digitalisasi 
harus disikapi dengan baik 
dan cepat. Ia mengatakan 
bahwa Polri dan Kemkomdigi 
b e r k o m i t m e n  m e n i n d a k 
cepat kejahatan siber yang 
meresahkan masyarakat. 
“Apa yang selalu menjadi 
keresahan masyarakat terkait 

dengan kejahatan-kejahatan; 
penipuan daring, judi online, 
kemudian love scam, dan 
lain-lain, ini betul-betul harus 
kita tindak secara cepat demi 
keamanan negara” ucapnya. 
Selain itu, sambung dia, kedua 
belah pihak juga berkomitmen 
memperkuat penanganan 
penyebaran misinformasi dan 
berita hoaks. “Ini juga perlu ada 
sebuah langkah-langkah yang 
kuat secara regulasi. Tadi juga 
disampaikan oleh Ibu Menteri, 
mudah-mudahan nanti ke 
depan bisa kita perkuat lagi 
terhadap hal itu,”  katanya. 
Pemimpin Korps Bhayangkara 
itu pun berharap agar kolaborasi 
Polri bersama Kemkomdigi 
dapat mewujudkan harapan 
masyarakat, yakni keamanan 
digital di Indonesia. Sementara 
itu, Menteri Komunikasi dan 
Digital (Menkomdigi) Meutya 
Ha�d mengatakan bahwa saat 
ini marak terjadi berbagai 
kejahatan siber, seperti kasus 
jual beli data, penipuan daring 
(scam online), judi online, 

pornografi,  perundungan 
daring, misinformasi, hingga 
berita hoaks. Menurutnya, 
K e m k o m d i g i  t i d a k  b i s a 
menangani sendiri kasus-
kasus tersebut. Diperlukan 
kolaborasi yang kuat dalam 
aparat penegak hukum (APH), 
dalam hal ini Polri, untuk 
menanganinya. “Kolaborasi 
dengan Polri menjadi amat 
penting dalam kerangka 
gabungan antara langkah 
preventif (pencegahan, red.) 
dan langkah enforcement 
(pelaksanaan red.),”  katanya. 
I a  j u g a  m e n y a m p a i k a n 
apresiasinya atas langkah tegas 
Polri dalam mengungkap kasus 
judi online lintas negara dan 
menindak pelaku pencurian 
infrastruktur digital, seperti 
BTS. “Pada prinsipnya adalah 
kami siap berkolaborasi, 
berkoordinasi dengan lebih 
intens lagi  dengan Polr i 
terkhusus di bawah pimpinan 
Pak Kapolri, Bapak Suyudi,”  
ucapnya. (*)
Pewarta: Nadia Putri Rahmani

JAKARTA, 27/10 (ANTARA)
- Menteri Koordinator Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat 
Abdul Muhaimin Iskandar 
menyebut program Makan 
Bergizi Gratis (MBG) telah 
membuka lapangan kerja bagi 
1,3 juta masyarakat miskin. 
“Kalau yang berbasis APBN, 
yang terbaik adalah Badan 
Gizi Nasional. Membangun 
ekosistem ekonomi dalam 
waktu yang sangat cepat, 1,3 juta 
orang miskin menjadi pekerja. 
Cara kerja APBN yang jempol 
itu seperti itu,” kata Muhaimin 
Iskandar di Jakarta, Selasa. 
Menurut dia, ada sedikitnya 
148.500 pelaku usaha baru 
yang masuk dalam rantai pasok 
program MBG.

Kemudian, sebanyak 63,1 ribu 
pemasok UMKM juga terlibat 

dengan ekosistem program 
tersebut. Dia mengatakan, 
program MBG memperlihatkan 
bagaimana belanja negara dapat 
menciptakan peluang ekonomi 
melalui penyerapan tenaga kerja 
dan keterlibatan pelaku usaha. 
Model seperti ini didorong 
untuk menjadi pembelajaran 
bagi kementerian/lembaga 
agar setiap anggaran yang 
dikeluarkan turut mendongkrak 
produktivitas dan kemandirian 
masyarakat. Muhaimin Iskandar 
menegaskan pemberdayaan 
harus menjadi arus utama 
dalam kebijakan anggaran 
pemerintah. Ia meminta agar 
anggaran pemberdayaan 
t i d a k  l a g i  d i t e m p a t k a n 
sebagai pelengkap, melainkan 
menjadi bagian penting dalam 
perencanaan dan pelaksanaan 

p ro g ra m  p e m b a n g u n a n . 
“Saya minta kepada Menteri 
Keuangan jangan lagi mencoret 
anggaran pemberdayaan. 
Arus utama APBN kita harus 
pemberdayaan,” kata Muhaimin 
Iskandar.

Ia juga mendorong agar 
pihak yang terlibat dan wilayah 

sasaran pemberdayaan terus 
diperluas. Pihaknya meyakini 
dengan semakin banyaknya 
program yang terhubung, 
masyarakat di berbagai daerah 
diharapkan memperoleh akses 
yang lebih besar terhadap 
pekerjaan, pendidikan, dan 
peluang usaha. 

Melalui pendekatan ini, 
Muhaimin Iskandar berharap 
b e l a n ja  n e ga ra  s e ma k i n 
diarahkan untuk menciptakan 
dampak ekonomi yang nyata. 
“Pemberdayaan tidak cukup 
berhenti pada bantuan, tetapi 
perlu membuka kesempatan 
bagi masyarakat untuk bekerja, 
mengembangkan usaha, dan 
meningkatkan kesejahteraan 
secara berkelanjutan,” tuturnya. 
(*)
Pewarta : Anita Permata Dewi

Polri dan Kemkomdigi Bersinergi Jaga Keamanan Ruang Digital 

PANGKALPINANG, 27/10 
( A N TA R A )  -  Ke m e nt e r i a n 
Ekonomi Kreatif (Kemenekraf ) 
Republik Indonesia menjadikan 
konten digital sebagai sumber 
ekonomi baru bagi masyarakat, 
sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian dan kesejahteraan 
m a s y a r a k a t .  “ K a m i  t e r u s 
mendorong masyarakat untuk 
memanfaatkan peluang sebagai 
konten kreator dan a�liator digital 
sebagai sumber ekonomi baru,” 
kata Direktur Konten Digital 
Kemenekraf, Yuana Rochma 
Astuti saat membuka pelatihan 
konten digital di Pangkalpinang, 
Selasa. Ia mengatakan saat ini 
kegiatan pelatihan konten digital 
ini lebih digencarkan ke seluruh 
wilayah Indonesia. Pada tahun 
ini, pelatihan digital hampir 
dilakukan di seluruh kota atau 
lebih banyak dibandingkan 2025 
hanya dilakukan di 40 kota di 
Indonesia, guna meningkatkan 

keterampilan masyarakat dalam 
memanfaatkan peluang konten 
digital sebagai sumber ekonomi 
baru. “Pada tahun ini, kita lebih 
banyak lagi menggelar pelatihan 
konten digital ini yang menyasar 
masyarakat di desa-desa kreatif, 
kreatif hak di kota-kota besar, 
agar mampu memanfaatkan 
peluang konten digital ini sebagai 
sumber ekonomi baru,” katanya. Ia 
menyatakan saat ini Kemenekraf 
telah bekerja sama dengan tik 
tok dan �atform-platform digital 
lainnya, agar masyarakat bisa 
mendapatkan penghasilan dengan 
menjadi konten kreator maupun 
afiliator. “Saat ini, pengguna tik 
tok sudah mencapai 130 juta 
pengguna dan Indonesia sebagai 
pengguna terbesar. Sementara 
itu, 8 juta dari total pengguna di 
tik tok ini sudah berpenghasilan 
di atas UMR,” katanya. Ia berharap 
dengan adanya pelatihan digital ini 
dapat meningkatkan pendapatan 
m a s y a r a k a t ,  m e n g u r a n g i 
kemiskinan dan pengangguran di 
Indonesia. “Saat ini, masyarakat 
bisa mencari uang melalui 
platform digital dengan menjadi 
konten kreator dan a�liator dan 
saat ini untuk mendapatkan 
sumber ekonomi baru di konten 
digital ini sangat menjanjikan dan 
cukup mudah,” katanya. (*) 

Pewarta : Aprionis

Kemenekraf: Konten Digital Sebagai 
Sumber Ekonomi Baru Masyarakat

(AN
TAR

A FO
TO

/BU
D

I C
AN

D
R

A SETYA/YU
)

Pembukaan Latgabma Garuda Shakti 2026 
Prajurit TNI AD melakukan yel-yel usai melaksanakan upacara 
pembukaan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Garuda 
Shakti 2026 di Lapangan Asmil Yonif 515/UTY Kostrad , Pakistaji, 
Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (27/10/2026). Latihan gabungan TNI
AD dan Angkatan Darat India yang digelar pada 27 Oktober hingga 
6 November 2026 itu selain untuk meningkatkan kemampuan dan 
profesionalisme prajurit, juga mempererat persahabatan militer 
kedua negara. 

Menko Muhaimin: MBG Berdayakan 
1,3 Juta Warga Miskin untuk Bekerja   

 (ANTARA/HO-KEMENKO PM)

Abdul Muhaimin Iskandar

LAUT bagi masyarakat pesisir 
Pantai Jambula, Kota Ternate, 
Maluku Utara yang berprofesi 
sebagai nelayan merupakan 
ruang kehidupan sekaligus 
tempat menggantungkan 
penghasilan untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga. Perahu-
perahu perlahan bergerak 
meninggalkan pesisir untuk 
mencari  Ikan Tuna Sir ip 
Kuning. Di tengah laut, para 
n e l a y a n  m e n g a n d a l k a n 
pengalaman yang diwariskan 
dari orang tua dan generasi 
sebelumnya. Arah angin, 
kondisi gelombang, hingga 
tanda-tanda alam menjadi 
bagian dari pengetahuan 
y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k 
menentukan perjalanan dan 
lokasi penangkapan. Dalam 
mencari Tuna, dibutuhkan 
k e s a b a r a n ,  t e n a g a ,  d a n 
ketahanan untuk menghadapi 
kondisi laut yang tidak selalu 
bersahabat dimana nelayan 
harus menempuh jarak hingga 
30-60 mil untuk memperoleh 
hasil tangkapan. Dalam sekali 
melaut, sebagian nelayan 

d a p at  m e mb aw a  p u l a n g 
hingga 10 ekor tuna tergantung 
kondisi lautan yang kemudian 
dibawa ke tempat pengolahan 
ikan di kompleks Pelabuhan 
P e r i k a n a n  N u s a n t a r a 
Ternate.  Sesampainya di 
Pelabuhan, Tuna terlebih 
dahulu diseleksi berdasarkan 
kesegaran, ukuran, warna, 
tekstur, dan kondisi �siknya. 
Seleksi tersebut dilakukan 
untuk memastikan ikan yang 
dipasarkan memenuhi standar 
kualitas yang ditetapkan. Tuna 
ditangani secara higienis dan 
segera didinginkan untuk 
menjaga kesegaran serta 
mempertahankan mutu daging. 
Ikan kemudian disimpan 
pada suhu yang sesuai dan 
terkontrol agar kualitas, warna, 
tekstur, dan keamanan produk 
tetap terjaga. Ketua Kelompok 
Nelayan Gafur mengatakan 
t u n a  m e r u p a k a n  s a l a h 
satu target utama nelayan 
di Jambula karena memiliki 
nilai ekonomi tinggi. “Dengan 
dukungan kebijakan yang 
tepat seperti kemudahan akses 

BBM bersubsidi dan penataan 
ruang laut yang berpihak 
pada keberlangsungan usaha 
nelayan, kami optimistis 
nelayan tuna di  Jambula 
dapat terus berkembang, 
m e n i n g k a t k a n  h a s i l 
tangkapan, serta memperkuat 
perekonomian keluarga dan 
masyarakat pesisir,”kata Gafur. 
Di perairan Maluku Utara, Tuna 
Sirip Kuning menjadi salah 
satu komoditas perikanan 
yang memiliki nilai ekonomi 
penting. Hasil  tangkapan 
nelayan tidak hanya memenuhi 
kebutuhan pasar lokal, tetapi 
juga masuk dalam rantai 
pasok industri pengolahan 
dan perdagangan untuk pasar 
ekspor. Setiap kilogram Tuna 
Sirip Kuning hasil tangkapan 
nelayan dihargai  sekitar 
Rp51 ribu hingga Rp61 ribu. 
Tuna dengan kualitas yang 
memenuhi standar kemudian 
dapat masuk ke pasar yang 
lebih luas, termasuk pasar 
ekspor ke sejumlah negara 
seperti Jepang dan Amerika 
Serikat. Di balik perjalanan 

seekor tuna terdapat rantai 
panjang yang melibatkan 
nelayan, pembeli, pengumpul, 
hingga pelaku usaha di sektor 
pengolahan dan perdagangan. 
Potensi perikanan Ternate tidak 
terlepas dari posisi Maluku 
Utara yang memiliki wilayah 
perairan luas dengan sumber 
daya ikan yang beragam. 
Kondisi tersebut menjadi 
peluang bagi pengembangan 
sektor perikanan sekaligus 
menjadi tumpuan kehidupan 
m a s y a r a k a t  p e s i s i r . 
Berdasarkan data Sertifikasi 
Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan (SMKHP) yang 
difasilitasi Badan Mutu KKP 
Ternate nilai ekspor hasil 
perikanan pada 2025 mencapai 
1.144.821 kilogram dengan 
nilai ekonomi sebesar Rp145,89 
miliar didominasi tujuan 
Singapura dengan frekuensi 
pengiriman sebanyak 152 kali, 
diikuti Vietnam sebanyak 62 
kali, Korea Selatan sebanyak 
7 kali, dan �ailand sebanyak 
4 kali. (*) 

Foto dan teks: Andri Saputra

ANTARA/NADIA PUTRI RAHMANI

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Menteri 
Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan 
keterangan pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 
Selasa (27/10/2026). 

Yuana Rochma Astuti
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Anggaran
Rapat di Hotel 
Rp 3,7 M 
Dialihkan untuk 
Petani

JAKARTA -Kementerian 
Pertanian mengalihkan 
anggaran Rp3,7 triliun 
s e l a m a  d u a  t a h u n 
p e m e r i n t a h a n  u n t u k 
m e m p r i o r i t a s k a n 
kebutuhan petani dan 
p e t e r n a k .  A n g g a r a n 
ke g i at a n  s e re m o n i a l , 
rapat di hotel, bunga, 
hadiah, hingga perjalanan 
dinas menjadi sasaran 
pemangkasan. Menteri 
Pertanian Andi Amran 
Sulaiman mengatakan, 
p engal ihan anggaran 
atau refocusing dilakukan 
agar belanja kementerian 
lebih banyak diarahkan 
pada kebutuhan sektor 
pertanian dan peternakan. 
“Kami refocusing, alihkan 
dahulu untuk peternak 
Indonesia. Itu hampir 
Rp3,7 triliun yang kita 
refocusing semuanya, 
kita dahulukan petani 
Indonesia,”  kata Amran 
dalam konferensi pers 
di Kantor Kementerian 
Pertanian, Jakarta, Selasa 
(27/10/2026).

A m r a n  m e n y e b u t , 
k e m e n t e r i a n n y a  k i n i 
mengurangi  ke giatan 
y a n g  d i n i l a i  t i d a k 
m e n d e s a k ,  t e r m a s u k 
rapat di hotel mewah. 
Rapat, menurut dia, dapat 
dilakukan di kantor atau 
tempat sederhana tanpa 
menghambat pekerjaan. 
“Jangankan di kantor, di 
bawah pohon pun bisa dan 
itu pekerjaan tetap jalan,”  
ujarnya.

A m ra n  m e n g a i t k a n 
k e b i j a k a n  t e r s e b u t 
d e n g a n  p e n i n g k a t a n 
Nilai Tukar Petani (NTP) 
Indonesia yang disebutnya 
telah mencapai 131. Ia 
b e r h a r a p  a n g k a  i t u 
dapat meningkat hingga 
140 dan dipertahankan 
u n t u k  m e m p e r k u a t 
kesejahteraan petani. 
M e n u r u t  A m r a n , 
peningkatan kesejahteraan 
diharapkan membuat 
s e k t o r  p e r t a n i a n , 
p e t e r n a k a n ,  d a n 
p e rk e b u na n  s e ma k i n 
menarik bagi generasi 
muda. Namun, besarnya 
anggaran yang dialihkan 
dan kenaikan NTP tersebut 
perlu dilihat bersama 
dampak nyata program di 
lapangan, terutama sejauh 
mana petani dan peternak 
merasakan manfaatnya. 
(gp)

Mentan Siap Rapat di Bawah Pohon 

JAKARTA  - Pemerintah 
memperluas kebijakan tarif 
Rp0 (nol rupiah) untuk layanan 
p e r m o h o n a n  p e n c a t a t a n 
hak cipta, yang sebelumnya 
diterapkan pada lagu dan/atau 
musik, menjadi seluruh jenis 
ciptaan. Perluasan kebijakan 
ini merupakan tindak lanjut 
atas  aspirasi  para pelaku 
s e n i  ya ng  m e ng ha rap ka n 
akses pencatatan hak cipta 

tanpa biaya dapat dinikmati 
secara lebih merata. Menteri 
Hukum, Supratman Andi Agtas 
menyampaikan bahwa kebijakan 
tersebut merupakan bagian dari 
komitmen pemerintah untuk 
memperluas akses masyarakat 
terhadap layanan kekayaan 
intelektual (KI), termasuk bagi 
para pencipta dari berbagai 
bidang seni dan kreativitas. 
Pemerintah ingin memastikan 

bahwa kemudahan pencatatan 
tidak hanya tersedia bagi 
pencipta lagu dan musik, tetapi 
juga bagi seniman, penulis, 
fotografer, dan pecipta lainnya 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
â€œPada prinsipnya, negara 
harus hadir untuk memberikan 
kemudahan bagi para pencipta 
dalam memperoleh layanan 
pencatatan hak cipta. Ketika 
kebijakan tarif  nol rupiah 

sebelumnya diterapkan untuk 
lagu dan musik, muncul aspirasi 
dari pencipta atas karya cipta 
lain yang juga mengharapkan 
kesempatan serupa. Aspirasi 
tersebut menjadi perhatian 
kami dan ditindaklanjuti melalui 
perluasan kebijakan ini,â€  ujar 
Supratman dalam konferensi 
pers di Graha Pengayoman, 
Jakarta pada Senin, 26 Oktober 
2026. (tro)

JAKARTA - Sekretaris 
Utama Badan Nasional 
P e n a n g g u l a n g a n 
Bencana (BNPB) Rustian 
kembali menjadi sorotan 
dalam penyidikan dugaan 
korupsi dana siap pakai 
(DSP). Ia diperiksa KPK 
sebagai saksi pada Selasa 
(27/10/2026), setelah 
s eb elumnya s empat 
diamankan dalam operasi 
tangkap tangan (OTT), 
tetapi dipulangkan usai 
menjalani pemeriksaan. 
Juru Bicara KPK Budi 
Prasetyo mengatakan 
Rustian telah tiba di 
Gedung Merah Putih 
KPK ,  Jakarta,  untuk 

menjalani pemeriksaan 
penyidik.

Selain Rustian, KPK 
memanggil tujuh pejabat 
dan tenaga ahli BNPB 
lainnya. Mereka adalah 
Denny Herman, Agus 
Marsanto, Jahidin Cilo, 
Andria Yuferryzal, Yahya 
Djunaid, Pambudi Suryo 
Jati, serta Firman Hairu 
Yusup. Para saksi berasal 
dari unsur tenaga ahli, 
ke p a l a  b i ro,  h i ng ga 
aparatur sipil negara 
(ASN).

KPK belum merinci 
materi yang akan digali 
d a r i  d e l a p a n  s a k s i 
tersebut. Pemeriksaan 

d i l a k u k a n  u n t u k 
m e n d a l a m i  p e rk a ra 
d u g a a n  k o r u p s i 
penggunaan dana siap 
pakai  di  l ingkungan 
BNPB. Kasus ini berawal 
dari OTT KPK di Jakarta 
pada 13 Oktober 2026. 
S e b a n y a k  1 5  o r a n g 
d i a m a n k a n  d a l a m 
operasi tersebut. Dari 
hasil penyidikan, KPK 
menetapkan lima orang 
sebagai tersangka.

Mereka yakni Bima 
S e t i a w a n ,  t e n a g a 
a h l i  K e p a l a  B N P B 
sekaligus adik mantan 
Kepala BNPB; Richard 
Erlangga, tenaga ahli 

Kepala BNPB saat itu; 
Gabriel Purwaka Sigit, 
kepala sekaligus pejabat 
p e m b u a t  k o m i t m e n 
p a d a  S u b d i re k t o r a t 
Pengelolaan Bantuan dan 
Dana Kedaruratan BNPB; 
serta dua pihak swasta, 
Syifa Nrika Ghifarin 
dan Gery Prastiawan. 

Pemeriksaan terhadap 
Rustian dan sejumlah 
pejabat BNPB ini menjadi 
bagian dari pendalaman 
p e n y i d i k  u n t u k 
mengungkap dugaan 
penyimpangan dana 
yang diperuntukkan bagi 
kebutuhan kedaruratan 
tersebut. (gp)

Tarif Pencatatan Hak Cipta Rp 0 Diperluas

KPK Periksa Sestama BNPB 
KASUS KORUPSI

 (FOTO: DOK-KEMENKUM)

Penjelasan pers Menteri Hukum (Menkum) terkait peluasan kebijakan layanan pencatatan hak cipta Rp 0, berlangsung di Graha Pengayoman, 
Jakarta, Senin (26/10).
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Zaenal A. Diko, SH. 

Saya Zaenal A. Diko, SH selaku Jurusita Pengadilan Negeri Limbo-
to dalam perkara Nomor 81/Pdt.G./2025/PN Lbo, Memberitahukan 
Dengan Resmi melalui Media Cetak Kepada :

Ratna Ayu Ahmad;
Alamat Terakhir Dusun V Bulila, Kecamatan Te-
laga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 
dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di-
wilayah Republik Indonesia;
Tergugat IV ;

Fadly Nangoy, Cq. Idrul Wahid, S.HI, MH, & 
Rekan  ( Kuasa Hukum )
Kel/Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provin-
si Sulawesi Utara  Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

   MELAWAN
Dedi Ahmad;
Dusun II, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kom-
pleks SDN II Telaga, Kabupaten Gorontalo,                                             
Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut Sebagai  
Tergugat I;
Yuliyanty Ahmad;
Dusun II, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kom-
pleks SDN II Telaga, Kabupaten Gorontalo,                                              
Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat II; 
Romi Ahmad;
Jln. Taman Sari, Kelurahan Moodu, Kecamatan 
Kota Timur, Kota Gorontalo,Provinsi Gorontalo 
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 
Ratna Ayu Ahmad;
Alamat Terakhir Dusun V Bulila, Kecamatan Te-
laga, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, 
dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di-
wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut 
sebagai Tergugat IV; 
Marwan Ahmad; Dusun II, Desa Bulila, Keca-
matan Telaga, Kompleks SDN II Telaga, Kabu-
paten Gorontalo,Provinsi Gorontalo Selanjutnya 
disebut Sebagai  Turut Tergugat I; 
Reni Ahmad;
Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten 
Gorontalo, Provinsi Gorontalo; Selanjutnya dise-
but Sebagai  Turut Tergugat II; 
Pemerintah Desa Bulila;
Jln. Raja Wadipolapa No. 51, Kecamatan Telaga, 
Kabupaten Gorontalo,Provinsi Gorontalo Selan-
jutnya disebut Sebagai  Turut Tergugat III; 
Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Per-
tanahan Nasional Kabupaten Gorontalo,                                               
Provinsi Gorontalo;
Jln. Kolonel Rauf Mo’o, Kayubulan, Ke-
camatan Limboto, Kabupaten Gorontalo                                                                                 
Selanjutnya disebut Sebagai  Turut Tergugat IV;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 81/
Pdt.G./2025/PN Lbo  tanggal 26 Oktober 2026 dalam perkara an-
tara :

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

   4. M E N G A D I L I  

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang secara 
    absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara 
    sejumlah Rp2.976.500,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh 
    enam ribu lima ratus rupiah); 

Nama       :
Alamat      :

Sebagai   :

Nama       :

Alamat      :

Nama       :
Alamat      :

Nama       :
Alamat      :

Nama       :
Alamat      :

Nama       :
Alamat      :

Nama       :
Alamat      :

Nama       :
Alamat      :

Nama       :

Alamat      :

         RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT 
PERTAMA   ( SURAT TERCATAT )

Nomor  11/Pdt.G./2026/PN Lbo

Limboto, 28 Oktober 2026                                                                                                                               
Jurusita                                                                                                                                         

                                                                                                                  
Ttd

                                                                                                  
RAMELAN HAMDANI PAKAYA, S.H 

Saya RAMELAN HAMDANI PAKAYA, S.H selaku Jurusita Pengadi-
lan Negeri Limboto dan atas Perintah Majelis Hakim dalam perkara 
Perdata Nomor 11/Pdt.G./2026/PN Lbo, Memberitahukan Kepada :

Julius Sony Kampindo, S.E
Desa isumu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten 
Gorontalo dan sekarang tidak diketahui alamat-
nya di wilayah Negara Kesatuan Repunlik Indo-
nesia
Tergugat

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 11/
Pdt.G./2026/PN Lbo  tanggal 26 Oktober 2026 dalam perkara an-
tara :
   Estevin Susanto,Kep.Ners
    MELAWAN
   Julius Sony Kampindo, S.E

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

   M E N G A D I L I  

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut un-
tuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Ver-
stek;
3. Menyatakan menurut hukum perwakilan antara Penggugat Es-
tevin Susanto dengan Tergugat Julius Sony Kampindo yang dilak-
sanakan secara agama Kristen pada tanggal 3 Januari 2014 seb-
agaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan 
Sipil Kabupaten Poso dalam Kutipan Akta Perkawinan ( excerpt of 

) Nomor 01/06/K/I/2014 tanggal 6 Januari 2014, 
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama Angellica Vhiony 
kampindo dan Jophiel Stevany Kampindo kepada Penggugat dan 
Tergugat bersama-sama;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan per-
ceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabu-
paten Poso dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupat-
en  Gorontalo paling lambat 60 (enam puluh) haris sejak putusan 
pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto un-
tuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum 
tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupat-
en Gorontalo, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 
Rp 1.778.500,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu 
Lima Ratus Rupiah);

Nama       :
Alamat      :

Sebagai :

Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman 
saat doorstop dengan wartawan di kantornya, Selasa 
(27/10).

JAKARTA -  Polemik 
penunjukan dua putra 
M e n t e r i  H a j i  d a n 
Umrah Mochamad Irfan 
Yusuf sebagai  tenaga 
ahli  berakhir  dengan 
p e n g u n d u r a n  d i r i 
keduanya. Barbarossa 
Muhammad Farros dan 
G i b r a n  M u h a m m a d 
Fawwaz resmi melepas 
j a b a t a n  s e t e l a h 
keterlibatan mereka di 
ke m e nt e r i a n  m e nu a i 
pro dan kontra di ruang 
publik.

Wakil  Menteri  Haji 
d a n  U m r a h  D a h n i l 
A n z a r  S i m a n j u n t a k 
m e n g o n f i r m a s i 

pengunduran diri tersebut, 
S e l a s a  ( 2 7 / 1 0 / 2 0 2 6 ) . 
Menurut dia, keputusan 
i t u  d i a m b i l  s e t e l a h 
muncul perdebatan publik 
mengenai penempatan 
kedua putra  menter i 
di  kementer ian yang 
dipimpin ayah mereka. 
Da h n i l  m e n j e la ska n , 
keterlibatan keduanya 
b e r a w a l  d a r i  m a s a 
p e mb e nt u k a n  Ba d a n 
Penyelenggara Haji (BP 
Haji). Saat lembaga itu 
mulai bekerja, dukungan 
personel disebut masih 
terbatas. Ia mengklaim 
kedua putra Irfan ikut 
membantu pekerjaan awal, 

bahkan tanpa bayaran 
pada masa tersebut.

Namun, keterlibatan 
a w a l  i t u  t i d a k 
menghentikan polemik 
ketika keduanya menjabat 
tenaga ahli. Kini, posisi 
yang ditinggalkan akan 
diisi orang lain, dengan 
penentuan pengganti 
menjadi  kewenangan 
Menteri Haji dan Umrah. 
D a h n i l  m e n y a t a k a n 
k e p u t u s a n  m u n d u r 
tersebut sejalan dengan 
upaya menjaga integritas 
k e m e n t e r i a n  d a n 
menghindari praktik yang 
bertentangan dengan etika 
pemerintahan. (gp)

Panen Kritik, Dua Anak Menhaj Mundur dari TA

(FOTO: FRIEDERICH BATARI/JPNN.COM)

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. 
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Bersambung ke Hal.2

Gaya Purbaya
Oleh: Dahlan Iskan

SETINGGITINGGI  jabatan direktur 
utama sebuah bank pemerintah, tetaplah 
ia/dia seorang bawahan. Ia/dia masih 

punya atasan. 

BE R B E D A  d a r i  s i d a k 
sebelumnya yang umumnya 
dilakukan subuh hari untuk 

menyaksikan proses memasak, 
dan penyajian MBG. Sidak kali 
ini  dilaksanakan pada siang 
hari sekitar pukul 13.00 WITA. 
Tujuannya, memastikan apakah 
proses pencucian ompreng sudah 
memenuhi standar operasional 
prosedur (SOP).

“Dari hasil peninjauan, saya 
menilai  pencucian ompreng 

b erjalan baik  karena sudah 
menggunakan alat pengering. Ini 
tentu kami apresiasi,-  kata Idah.

Meski demikian, saat sidak, 
Wagub Idah Syahidah dan tim 
menemukan adanya aktivitas 
memasak pada jam distribusi. 
Padahal, seharusnya pada jam - 
jam itu, MBG sudah siap disalurkan 
ke sekolah SMA/sederajat. Setelah 
dikon�rmasi, 

WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie terus 
menunjukkan komitmennya menjaga kualitas Program Makan Bergizi 

Gratis (MBG). Tidak hanya fokus pada gizi dan keamanan makanan, kali 
ini Idah menekankan aspek kebersihan Food Tray MBG atau ompreng. 

Sidak digelar di dapur Sentra Penyedia Pangan Gorontalo (SPPG) 
Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (3/10).

WAKIL GUBERNUR IDAH SYAHIDAH RH TERUS PANTAU SPPG DI GORONTALO

Selain Menu, Kebersihan Omprengan juga Diperhatikan

Bersambung ke Hal.2

(FOTO - FADLY/
DISKOMINFOTIK)

WAKIL
Gubernur 
Gorontalo 

Idah Syahidah 
Rusli Habibie 
saat melihat 

langsung 
proses 

pencucian 
food tray atau 

ompreng 
atau tempat 

MBG di SPPG 
Tuladenggi, 
Telaga Biru, 

Kab Gorontalo, 
Jumat (3/10). 

SK PPP 
MARDIONO 

DIGUGAT

(FOTO : TANGKAPAN LAYAR) 

API melahap dua rumah di Jln 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo, Ahad (5/10). 

KEBAKARAN

Dua Rumah dan 
Bengkel Ban Ludes

GORONTALO - GP - Kebakaran hebat menggagerkan warga Kelurahan Ipilo, 
Kecamatan Kota Timur, tepatnya di Jln 23 Januari, Kota Gorontalo, Ahad (5/10) 

pagi. Dua rumah berdekatan  dan sebuah bengkel ban ludes dilalap si jago 
merah. Kebakaran sempat menyedot perhatian warga, yang kebetulan saat itu 

sedang diberlakukan Car Free Day. 

Bersambung ke Hal.2

J A K A R TA  - G P -  P a r t a i  P e r s a t u a n 
P e m b a n g u n a n  a t a u  P P P  ku b u  A g u s 
Suparmanto menyatakan bakal menggugat 
SK Kepengurusan kubu Muhammad Mardiono 
yang telah disahkan Kementerian Hukum ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 

2020-2025, M Romahurmuziy menyebut 
pihaknya sedang menyiapkan gugatan tersebut 
untuk segera didaftarkan ke PTUN.“Kita ketemu 
di Pengadilan. Ya, akan kita gugat, segera,” ujar 
Rommy kepada wartawan, Jumat (3/10).

DUALISME PPP

Bersambung ke Hal.2

Bersambung ke Hal.2

SIDOARJO - Tim SAR gabungan 
kembali menemukan 20 korban 
dalam operasi pencarian hari 
ketujuh ambruknya musala 
Pondok Pesantren (Ponpes) 
Al-Khoziny di Sidoarjo, Ahad 
(5/10). 

Kepala Kantor SAR Surabaya 
selaku On Scene Coordinator 
(OSC) Nanang Sigit menjelaskan 
proses pencarian difokuskan di 
sektor A1, A2, A3, dan A4 dengan 
prioritas pembersihan puing di 
sisi utara bangunan yang tidak 
terintegrasi dengan struktur 
utama. 

TRAGEDI PONPES AL KHOZINY

Korban Meninggal jadi 46 Orang

(FOTO : AP/ BASARNAS) 

TIM penyelamat membawa jenazah korban reruntuhan 
bangunan musala runtuh di pondok pesantren Al Khoziny di 
Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada 46 jenazah yang ditemukan 

hingga Ahad (5/10). 

ANISHA APRILIA-DISWAY.ID 

MENKEU Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan 
bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 
rencana pemindahan dana sebesar Rp 200 triliun 
dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.

HARIAN GORONTALO POST OTOMOTIF RABU, 28 OKTOBER
TAHUN 2026

Habat! Kabgor Nomor Satu Digitalisasi Keuangan 
SALIP 69 DAERAH SE-SULAWESI

LIMBOTO - Kabupaten 
Gorontalo (Kabgor) melesat 
dari peringkat sembilan 
ke posisi pertama dalam 
e v a l u a s i  k i n e r j a  Ti m 
Percepatan dan Perluasan 
Digitalisasi Daerah (TP2DD) 
s e - S u l a w e s i .  D a l a m 
penilaian yang mencakup 
70 pemerintah daerah, 
capaian ini menempatkan 
Kabupaten Gorontalo di 
posisi teratas.

P e r i n g k a t  t e r s e b u t 
d i u m u m k a n  B a n k 
In d o n e sia  Pe r wa ki la n 
Provinsi Gorontalo dalam 
m o n i t o r i n g  p r o g r a m 
B E N T O R  ( B l u s u k a n 
Implementasi Program 
Unggulan TP2DD) Tahun 
2 0 2 6 ,  S e n i n  ( 2 6 / 1 0 ) , 
d i  R u a n g  D u l o h u p a , 
kantor Bupati Kabupaten 
Gorontalo.

Deputi Kepala Perwakilan 
BI Provinsi Gorontalo, M. 
Andi Destriyan H.B.A., 
dalam kesempatan itu, 
m e n y a m p a i k a n  h a s i l 
e v a l u a s i  t e r s e b u t  d i 
hadapan Bupati Gorontalo 
Sofyan Puhi, Wakil Bupati 
Tony Yunus, dan pimpinan 
organisasi perangkat daerah 
(OPD).Penilaian TP2DD 
mencakup pelaksanaan 
p e r t e m u a n  t i n g k a t 
pimpinan (High Level 
Meeting), peningkatan 
kapasitas aparatur, serta 
inovasi program unggulan 
daerah. Hasil  tersebut 
m e n u n j u k k a n  p o s i s i 
Ka b u p at e n  G o ro nt a l o 
dalam percepatan transaksi 
dan layanan keuangan 
berbasis digital. Di balik 
k e n a i k a n  p e r i n g k a t 
itu, pemerintah daerah 
menjalankan sejumlah 
inovasi untuk mengurangi 
transaksi  manual  dan 
memperluas penggunaan 
sistem nontunai. Kepala 
Badan Pengelola Keuangan 
dan Pendapatan Daerah 

( B P K P D )  K a b u p a t e n 
Gorontalo, Endy Triyanto 
M a n y o e ,  m e n y e b u t 
inovasi ST 12 menjadi 
s a l a h  s a t u  i n s t r u m e n 
untuk mendorong OPD 
menerjemahkan visi-misi 
kepala daerah ke dalam 
program kerja.

Peralihan transaksi dari 
cara manual atau melalui 
kasir ke sistem nontunai juga 
disebut mendorong e�siensi 
dan realokasi anggaran 
hingga ratusan juta rupiah. 
Langkah berikutnya adalah 
penerapan Kartu Kredit 
Pemerintah Daerah (KKPD) 
yang tengah disiapkan 
bersama Bank Syariah 
Indonesia (BSI). Mulai 
November 2026, tiga instansi 
direncanakan menjadi 
proyek percontohan, yakni 
BPKPD, Inspektorat Daerah, 
dan Bappeda, sebelum 
penerapannya diperluas 
ke OPD lain. Bupati Sofyan 
P u h i  m e n g i n g a t k a n , 
capaian digitalisasi tidak 
c u k u p  h a n y a  d e n g a n 
menyediakan aplikasi dan 
infrastruktur. Kesiapan 
aparatur, kedisiplinan, dan 
konsistensi menjalankan 
sistem menjadi  faktor 
penentu agar perubahan 
tersebut berdampak pada 
tata kelola keuangan.

Ia meminta seluruh OPD 
dan operator memperkuat 
disiplin pelaporan serta 
koordinasi dengan Bank 
Indonesia dan perbankan 
m i t r a ,  t e r m a s u k  B S G 
d a n  B S I . P e m e r i n t a h 
Ka b u p at e n  G o ro nt a l o 
b e r h a r a p  d i g i t a l i s a s i 
bukan sekadar mengejar 
p e r i n g k a t ,  m e l a i n k a n 
m e n j a d i  i n s t r u m e n 
u n t u k  m e m p e r k u a t 
akuntabilitas anggaran dan 
menghadirkan pelayanan 
publik yang lebih mudah, 
cepat, serta transparan. 
(adv)

JAKARTA - PT Astra Honda 
Motor (AHM) melakukan 
pembaruan pada salah satu 
skutik matiknya, yaitu Honda 
Genio. Motor tersebut kini 
hadir pilihan warna baru yang 
semakin memperkuat gaya 
retro dan fashionable. Warna 
baru itu membuat Honda 
Genio makin sesuai dengan 
karakter anak muda ekspresif 
penuh percaya diri.

Direktur Marketing AHM 
Octavianus Dwi mengatakan 
penyegaran Honda Genio 
menghadirkan perpaduan 
harmonis antara desain 
stylish dengan pilihan warna 
menarik. â€œWarna baru 
ini kami hadirkan dengan 
gaya kalcer untuk anak muda 
masa kini yang ingin tampil 
stylish, dengan motor yang 
performanya lincah,â€  ujar 
Octavianus dalam siaran 
persnya,  Selasa (27/10). 
Honda Genio tipe CBS Special 
hadir dengan warna baru 

Vibrant Blue & White dengan 
kombinasi biru dan putih 
di bodi bagian depan dan 
samping, yang membuatnya 
semakin segar dan retro.

P i l i h a n  t e r b a r u  i t u 
melengkapi warna spesial 
lainnya yang telah hadir, yakni 
Vibrant Black & White yang 
perpaduan kontras pelek 
berwarna putih, serta Vibrant 
Black. Keseluruhan pilihan 
warna pada tipe CBS Special 
juga mendapatkan stripe baru 
yang ekspresif. Sementara itu, 
pada tipe CBS-ISS, kini hadir 
dengan warna baru Fabulous 
Glossy Grey yang memberikan 
kesan trendy dan berkarakter, 
menemani pilihan warna 
lainnya yakni Fabulous Matte 
Brown dan Fabulous Matte 
Black. 

Tipe ini dibalut dengan 
striping minimalis baru yang 
memperkuat karakter retro 
sekaligus memperlihatkan sisi 
fashionable dari pengendara. 

Perpaduan warna dan striping 
m e n c i p t a k a n  t a m p i l a n 
b e r g a y a  k a l c e r  d e n g a n 
sentuhan retro-casual untuk 
aktivitas produktif sehari-hari. 
Honda Genio dibekali mesin 
110cc SOHC eSP (enhanced 
Smart Power) menawarkan 
tenaga 6,6 kW pada 7.500 
rpm serta torsi 9,3 Nm pada 

5.500 rpm. Akselerasinya 
responsif dan halus berkat 
teknologi ACG Starter yang 
membuat suara mesin lebih 
senyap saat dinyalakan. Fitur 
itu terintegrasi dengan ISS 
(Idling Stop System) khas 
Honda yang akan mematikan 
m e s i n  s e c a r a  o t o m a t i s 
saat berhenti dan kembali 

m e n y a l a  h a n y a  d e n g a n 
memutar tuas gas. Honda 
Genio tetap mempertahankan 
desain cover serta fender 
depan bergaya tiga dimensi, 
diperkaya dengan garis-garis 
tegas yang member ikan 
k e s a n  t a j a m  d a n  k u a t . 
Desain tersebut membuat 
tampilannya semakin unik 
sekaligus menarik perhatian 
di setiap sudut. 

D engan dimensi  yang 
compact, motor ini sangat 
i d e a l  d i g u n a k a n  u n t u k 
mobilitas harian, terutama 
di tengah padatnya lalu lintas 
perkotaan. Skutik itu dibekali 
�tur fungsional berupa Power 
Charger yang memudahkan 
pengisian daya gadget, terletak 
di rak depan agar mudah 
diakses oleh pengendara. 
Pencahayaan utama pada New 
Honda Genio menggunakan 
teknologi lampu depan LED 
yang dipadukan dengan 
desain lampu belakang dan 

sein terpisah pada cover 
bodi, menciptakan kesan 
retro sekaligus memberikan 
penerangan optimal. Panel 
meter digital menampilkan 
berbagai informasi penting 
seperti kecepatan, odometer, 
i n d i k a t o r  b a h a n  b a k a r, 
serta ECO indicator sebagai 
panduan e�siensi berkendara. 
A k s e n  a l u m i n i u m  p a d a 
pijakan kaki pembonceng 
dan pegangan belakang turut 
menambah kesan elegan. Dari 
sisi keamanan, New Honda 
Genio dilengkapi secure key 
shutter yang praktis dengan 
tombol pembuka jok, serta 
fitur keselamatan seperti 
Parking Brake Lock, sistem 
pengereman Combi Brake, 
dan side stand switch untuk 
m e m a s t i k a n  k e a m a n a n 
pengguna. New Honda Genio 
hadir dalam dua varian, yaitu 
CBS Special dan CBS-ISS, 
dengan total enam pilihan 
warna. (jpnn)

Honda Genio Punya Warna Baru, Makin Kalcer

(FOTO:DOK- AHM)

PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan pembaruan pada salah 
satu skutik matiknya, yaitu Honda Genio. 

(FOTO: DOK-PEMDAKABGOR)

NOMOR SATU - Monitoring program Blusukan Implementasi Program Unggulan TP2DD Tahun 2026, Senin (26/10). Pemkab Gorontalo 
disebutkan sebagai daerah nomor satu terbaik digitalisasi keuangan daerah. 

LIMBOTO-Data pertanahan 
dan perpajakan di Kabupaten 
Gorontalo akan dipadankan 
u n t u k  m e m p e r k u a t 
pengamanan aset pemerintah 
d a e r a h ,  m e n e r t i b k a n 
a d m i n i s t ra s i  t a n a h,  d a n 
mengoptimalkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD).

Langkah itu ditandai dengan 
p e n a n d a t a n g a n a n  n o t a 
kesepakatan antara Pemerintah 
Kabupaten Gorontalo dan 
Kantor Pertanahan Kabupaten 
Gorontalo di Ruang Dulohupa, 
Kantor Bupati, Senin (26/10).

Integrasi data mencakup 
pemadanan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) dan 
Nomor Objek Pajak (NOP). 
S i s t e m  i n i  d i h a r a p k a n 
menghasilkan basis data yang 
lebih akurat untuk mendukung 
pendaftaran tanah, penerbitan 
Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT) Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), serta 
validasi Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). Bupati Gorontalo 
Sofyan Puhi mengatakan, 
penyatuan data diperlukan 
untuk menangani persoalan 
pertanahan dan perpajakan 
yang selama ini membutuhkan 
koordinasi lintas instansi. 
Penataan administrasi juga 

menjadi bagian penting dalam 
memastikan aset tanah milik 
pemerintah daerah tercatat 
dan terlindungi dengan baik. 
Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Gorontalo, Mega 
Raditya Puspita, menyebut 
kerja sama tersebut akan 
ditindaklanjuti melalui integrasi 

teknis antarlembaga. 
P e r t u k a r a n  d a t a  t e t a p 

memperhatikan kerahasiaan, 
keakuratan, dan keamanan 
informasi. Kerja sama ini juga 
mendukung layanan perintis 
terintegrasi selama 10 hari 
untuk proses peralihan hak 
atas tanah. Pelaksanaannya 
melibatkan sejumlah perangkat 
da e ra h,  ter masuk Badan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah (BPKPD), 
Dinas Komunikasi, Informatika, 
dan Statistik (DKISP), serta 
Bagian Pemerintahan dan 
Bagian Hukum. 

Pemkab Gorontalo berharap 
p e m a d a n a n  d a t a  t i d a k 
berhenti pada pembenahan 
administrasi,  tetapi turut 
memperkuat kepastian layanan 
pertanahan, mengamankan 
aset daerah melalui serti�kasi 
tanah, dan meningkatkan 
ketertiban pengelolaan pajak 
untuk mendukung penerimaan 
daerah. (adv)

Pemkab - BPN Perkuat Sinergi

Bidik PAD dan Amankan Aset

(FOTO: DOK-PEMDAKABGOR)

Penandatanganan kerja sama  Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 
dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo dalam 
rangka penguatan pengamanan aset pemda, dan optimalisasi PAD. 
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Pengawasan MBG Diminta Diperketat

G O R O N T A L O - G P - 
Momentum Ramadan 
d i m a n f a a t k a n  p a r a 
politisi di Kota Gorontalo 
u n t u k  m e m p e r e r a t 
silaturahmi. Lembaga 
Sw a d ay a  Ma s y a ra k a t 
(LSM) Yaphara menggelar 
bu ka  pu a sa  b e r sa ma 
y a n g  d i h a d i r i  l i n t a s 
partai dan tokoh politik 
di Hotel Grand Q, Kamis 
(5/3/2026). 

Memasuki  har i  ke-
15 Ramadan, kegiatan 
tersebut dinilai menjadi 
ruang yang tepat untuk 
m e rawat  ko mu n i k a s i 

politik yang sehat. Selain 
buka puasa bersama, 
p e r t e m u a n  i t u  j u g a 
menjadi wadah bertukar 
gagasan demi kemajuan 
Kota Gorontalo ke depan. 
Ketua Dewan Perwakilan 
R a k y a t  D a e r a h  Ko t a 
(Dekot) Gorontalo, Irwan 
Hunawa, mengapresiasi 
inisiatif Yaphara yang 
berhasil mempertemukan 
seluruh politisi dalam 
s u a s a n a  p e n u h 
keakraban.

“ A l h a m d u l i l l a h 
semua bisa hadir.  Ini 
langkah awal yang baik 

u n t u k  m e n y a t u k a n 
ide dan gagasan bagi 
p e r k e m b a n g a n  K o t a 
Gorontalo,” ujar Irwan.

Menurutnya, dinamika 
dan perbedaan pendapat 
dalam politik merupakan 
hal yang lumrah. 

Namun,  perbedaan 
t e r s ebu t  t i d a k  b o l e h 
berkembang menjadi 
konflik berkepanjangan 
apalagi menimbulkan 
dendam.

Ia menegaskan, politik 
harus dijalankan secara 
dewasa dan profesional. 
K e t i k a  p e r d e b a t a n 

selesai, maka hubungan 
persaudaraan harus tetap 
terjaga. 

“Politik ya politik. Beda 
pendapat itu biasa. Jangan 
sampai  ada dendam, 
karena itu hanya akan 
menjadi penyakit batin,” 
tegasnya.

I r w a n  b e r h a r a p , 
silaturahmi seperti ini 
dapat terus dilaksanakan 
secara berkelanjutan. 
Dengan komunikasi yang 
terjaga, suasana politik 
yang kondusif diyakini 
akan berdampak positif 
terhadap pembangunan 
dan pelayanan kepada 
m a s y a r a k a t  d i  K o t a 
Gorontalo. (Adv)

G O R O N T A L O - G P 
-  P r o g r a m  G e r a k a n 
K e b e r s i h a n  y a n g 
dicanangkan Pemerintah 
Kota Gorontalo mendapat 
dukungan dari Anggota 
D e w a n  P e r w a k i l a n 
R a k y a t  D a e r a h  Ko t a 
( D e k o t )   G o r o n t a l o, 
Alwi Lapananda yang 
menyatakan siap untuk 
mendukung sekaligus 
mengawal pelaksanaan 
program tersebut agar 
berjalan maksimal dan 
berkelanjutan.

M e n u r u t  A n g g o t a 
K o m i s i  I  D e k o t  i t u , 
g e r a k a n  k e b e r s i h a n 
menjadi gebrakan baru 
yang membawa semangat 
perubahan dalam menjaga 

kebersihan di seluruh 
wilayah Kota Gorontalo. 
Ia  menilai  kebi jakan 
y a n g  d i i n i s i a s i  Wa l i 
Kota Gorontalo, Adhan 
Dambea, patut mendapat 
dukungan penuh dari 

seluruh unsur pemerintah 
maupun masyarakat.

“ K a m i  d i  D e w a n 
Perwakilan Rakyat Daerah 
tentu mendukung penuh 
kebijakan Pak Wali Kota. 
Ini semangat baru bagi 
para petugas kebersihan 
s e b a g a i  b a g i a n  d a r i 
gerakan besar menjaga 
wajah Kota Gorontalo,” 
ujar Alwi,   Legislator 
muda partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) itu 
menjelaskan, program 
k e b e r s i h a n  t e r s e b u t 
s e b e l u m n y a  d i k e n a l 
dengan sebutan pasukan 
kuning. Kini,  melalui 
perubahan nama menjadi 
G erakan Kebersihan, 
p e m e r i n t a h  i n g i n 

menghadirkan identitas 
dan spirit baru yang lebih 
luas serta partisipatif.

“Perubahan nama ini 
bukan hanya simbolik, 
t e t a p i  m e m p e r k u a t 
identitas dan semangat 
baru bagi para petugas 
k e b e r s i h a n  s e b a g a i 
bagian dari gerakan besar 
m e n ja g a  w aja h  Ko t a 
Gorontalo,” jelasnya.

Alwi menambahkan, 
keberhasilan program ini 
sangat bergantung pada 
sinergi  semua pihak, 
mulai dari pemerintah 
k o t a ,  c a m a t ,  l u r a h , 
hingga masyarakat di 
t i n g k a t  l i n g k u n g a n . 
Tanpa keterlibatan aktif 
seluruh elemen, gerakan 

tersebut dikhawatirkan 
hanya menjadi slogan 
s e m a t a .  K a r e n a  i t u , 
pihaknya memastikan 
akan menjalankan fungsi 
p e n g a w a s a n  u n t u k 
memastikan program 
berjalan efektif, termasuk 
dari sisi penganggaran 
dan pelaksanaannya di 
lapangan.

“ Ka l au  i n i  d i k awa l 
b e r s a ma,  mu l a i  d a r i 
p e m e r i n t a h  k o t a , 
kecamatan, kelurahan 
hingga masyarakat, saya 
optimistis wajah Kota 
Gorontalo akan semakin 
bersih dan tertata. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
siap mendukung,” pungkas 
Alwi. (Adv)

Irwan Hunawa Apresiasi Silaturahmi Yaphara Politik

Alwi Komitmen Awasi Program Kebersihan Kota

Dekot Tekankan 
Peran Dinas 
Pangan dan Dinas 
Kesehatan Jaga 
Standar Gizi

G O R O N T A L O -
G P -  P e l a k s a n a a n 
program Makan Bergizi 
Gratis (MBG) di Kota 
Gorontalo diminta tidak 
hanya berjalan secara 
administratif, tetapi juga 
diawasi secara ketat dari 
sisi kualitas dan standar 
gizi. Hal ini disampaikan 
saat rapat Panitia Khusus 
(Pansus) III bersama 
OPD Pemerintah Kota 
(Pemkot) Gorontalo. 

 Ketua Pansus III, Totok 
Bachtiar mengatakan, 
dalam skema pelaksanaan 
MBG terdapat pihak 
penyedia dapur, yayasan 
y a n g  m e n y i a p k a n 
gedung dan peralatan, 
serta Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) 
yang bertugas mengelola 
dan memasak makanan. 
Karena itu, pengawasan 
m e n ja d i  ku n c i  a g a r 
tujuan program benar-
benar tercapai.

“Peran Dinas Pangan 
dan Dinas Kesehatan 
di sini sangat penting. 
Yang pertama diawasi 
adalah ketersediaan 
p a n g a n n y a ,  k e d u a 
kualitas makanannya. 
Apakah benar-benar 
memenuhi standar gizi 
atau tidak,” ujar Totok 

L a n j u t  d i r i n y a 
menegaskan,  jangan 
s a m p a i  p e m e r i n t a h 
menggulirkan program 
makan bergizi  gratis 
k e p a d a  ma s ya ra k at , 
tetapi kualitas makanan 
yang diberikan tidak 
terkontrol. Menurutnya, 
m e m a s t i k a n  m u t u 
dan kandungan gizi 
m e r u p a k a n  b a g i a n 
dari  tanggung jawab 
organisasi perangkat 
daerah teknis. Apalagi 
p r o g r a m  M B G 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Meski 
b e r a s a l  d a r i  p u s a t , 
p e l a k s a n a a n n y a  d i 
daerah tetap menjadi 
o b j e k  p e n g a w a s a n 
legislatif. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah memiliki fungsi 
pengawasan terhadap 
penggunaan anggaran, 
baik yang bersumber dari 
APBN maupun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).

“Penggunaan dana 
tetap harus diawasi. 
Te r m a s u k  p r o g r a m 
MBG ini.  Kami akan 
mengecek dapur-dapur 
yang ada, memastikan 
apakah sudah sesuai 
s t a n d a r,  b a g a i m a n a 
j a m  d i s t r i b u s i n y a , 
d a n  b a g a i m a n a 
pengelolaannya oleh 
SPPG,” tegasnya.

I s u  k u a l i t a s  M B G 
sendiri sempat mencuat 
di media sosial, termasuk 
laporan terkait makanan 
yang dinilai tidak layak. 
Hal tersebut, menurut 
Totok, harus menjadi 
perhatian serius agar tidak 
terjadi kembali. Beberapa 
aduan juga diterima 
dari daerah pemilihan 
Hulonthalangi. Dari dapil 
tersebut, ia mengaku 
telah turun langsung 
melakukan pengecekan 
guna mengetahui sumber 
persoalan.“Dari informasi 
y a n g  k a m i  p e ro l e h, 
persoalannya berada 
pada SPPG, bukan pada 
penyedia dapur. Yayasan 
ha nya  m e nye d i a ka n 
gedung dan peralatan, 
sedangkan pengelolaan 
bahan makanan dan 
p r o s e s  m e m a s a k 
dilakukan oleh SPPG. Di 
situlah letak yang perlu 
mendapat perhatian,” 
jelasnya.

Ia menilai langkah 
P e m e r i n t a h  K o t a 
Gorontalo melalui wali 
kota yang telah menyurat 
langsung kepada Presiden 
terkait persoalan MBG 
merupakan respons yang 
tepat. Ke depan, Dewan 
P e r w a k i l a n  R a k y a t 
Daerah Kota Gorontalo 
m e m a s t i k a n  a k a n 
melakukan pengecekan 
l a n j u t a n ,  t e r m a s u k 
memastikan ketersediaan 
dapur dan jumlah siswa 
yang terlayani,  agar 
program MBG benar-
benar berjalan sesuai 
standar dan memberikan 
manfaat optimal bagi 
masyarakat. (Adv)

Irwan Hunawa 

Alwi Lapananda

(F. DIYANTI/GORONTALO POST)

Rapat Pansus III bersama OPD Pemkot di Aula I Dekot, Selasa (3/3/2026). 

Susanto Dorong Pembenahan Data PBB
Pendataan Ulang
Dinilai Bantu
Optimalkan PAD

GORONTALO-GP- Akurasi 
data Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) di Kota Gorontalo perlu 
mendapat perhatian serius. 
Pasalnya, masih terdapat 
data objek pajak yang tidak 
sesuai dengan kondisi terkini 
di lapangan. Persoalan ini 
dinilai dapat memengaruhi 
efektivitas penagihan sekaligus 
menghambat optimalisasi 
Pendapatan Asli  Daerah 

(PAD).
Anggota Komisi II Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
(Dekot) Gorontalo, Susanto 
Liputo, meminta camat dan 
lurah berperan aktif dalam 
melakukan pemutakhiran 
data objek pajak di wilayah 
masing-masing. Langkah ini 
diperlukan agar data yang 
digunakan pemerintah benar-
benar sesuai dengan kondisi 
riil.

“Perlu dilakukan pendataan 
ulang. Banyak data yang 
sudah t idak diperbarui , 
bahkan ada bangunan yang 

sudah tidak beroperasi, tetapi 
masih tercatat aktif,” tegas 

Susanto dalam rapat kerja 
Komisi II Dekot Menurut 
legislator Partai Golongan 
Karya (Golkar) tersebut, 
ketidaksesuaian data dapat 
menyulitkan proses penagihan 
pajak. Bahkan, kondisi itu 
berpotensi membuat wajib 
pajak menerima tagihan 
yang tidak lagi sesuai dengan 
keadaan objek pajaknya.

Karena itu, ia mendorong 
Pemerintah Kota Gorontalo 
segera mengambil langkah 
konkret dengan melibatkan 
perangkat kecamatan dan 
kelurahan untuk memeriksa 

kembali data objek PBB. 
P e n d a t a a n  t e r s e b u t 
p e r l u  d i l a ku k a n  s e c a ra 
menyeluruh agar perubahan 
kondisi bangunan maupun 
kepemilikan dapat tercatat 
dengan benar.

“Kalau data dasar sudah 
rapi, penagihan akan lebih 
tepat sasaran dan penerimaan 
daerah juga bisa meningkat,” 
ujarnya.

Susanto menambahkan, 
pembaruan data PBB perlu 
menjadi perhatian karena PAD 
merupakan salah satu sumber 
pembiayaan pembangunan 

daerah. Dengan data yang 
akurat, pemerintah dapat 
meningkatkan efektivitas 
p e n a g i h a n  s e k a l i g u s 
m e m i n i m a l k a n  p o t e n s i 
kehilangan penerimaan akibat 
data yang tidak sesuai.

Ia berharap, koordinasi 
antara pemerintah kota, 
kecamatan, dan kelurahan 
d a p a t  d i p e r k u a t  a g a r 
pemutakhiran data berjalan 
optimal.  Dengan begitu, 
pengelolaan PBB dapat lebih 
tertib dan kontribusinya 
terhadap penerimaan daerah 
semakin maksimal. (Adv)

Susanto Liputo 

G O R O N T A L O - G P -
Peningkatan kesejahteraan 
masyarakat ternyata tidak 
h a n y a  m e n j a d i  t u g a s 
pemerintah semata. Peran 
organisasi kemasyarakatan, 

khususnya Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), 
dinilai sangat menentukan 
k a r e n a  b e r s e n t u h a n 
langsung dengan keluarga 
dan lingkungan terkecil di 
masyarakat. 

W a k i l  K e t u a  D e w a n 
Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota (Dekot) Gorontalo, 
Lola Junus, menilai PKK 
bukan sekadar organisasi 
pendamping,  melainkan 
mitra penting pemerintah 
dalam menjalankan program 
pembangunan. Menurutnya, 
k e b e r a d a a n  P K K  t e l a h 
berkontribusi nyata dalam 
menghimpun potensi warga, 
menyalurkan aspirasi, hingga 

menggerakkan masyarakat 
untuk mandiri.

“Kesuksesan pembangunan 
tidak bisa dilepaskan dari peran 
perempuan dan keluarga. 
PKK hadir untuk memastikan 
masyarakat dibina, baik dari 
sisi kesehatan, pendidikan, 
maupun ekonomi. Karena 
itu, Dekot tentu mendukung 
setiap langkah PKK,” jelas 
L o l a  D u k u n g a n  D e k o t , 
lanjut legislator Nasdem 
itu  tidak hanya sebatas 
pernyataan politik, tetapi 
juga melalui alokasi anggaran 
yang disesuaikan dengan 
kebutuhan PKK di lapangan. 
Ia menekankan bahwa PKK 
perlu terus diberdayakan 

a g a r  p r o g r a m - p r o g r a m 
pemberdayaan keluarga dapat 
menjangkau masyarakat 
secara luas.  “Kesuksesan 
seorang suami dalam karier 
maupun pengabdian, ada 
dorongan besar dari istri. 
Ka re n a  i t u ,  k a m i  i n g i n 
menunjukkan bahwa DPRD 
berdiri mendukung PKK, 
termasuk dari perspektif 
keluarga,” ujarnya.

Melalui dukungan tersebut, 
Dekot berharap PKK semakin 
kuat sebagai garda terdepan 
dalam membentuk keluarga 
sejahtera yang sehat, cerdas, 
dan produktif sebuah pondasi 
penting bagi pembangunan 
Kota Gorontalo. (Adv)

PKK Mitra Strategis Wujudkan Keluarga Sejahtera

Lola Junus 

(F. ISTIMEWA) 

Dokumentasi rapat Dekot yang di gelar di Aula I.

G O R O N T A L O - G P - 
Peningkatan status Dinas 
Perumahan dan Kawasan 
P e r m u k i m a n  ( P e r k i m ) 
Kota Gorontalo dari tipe C 
menjadi tipe B diharapkan 
diikuti dengan peningkatan 
kualitas pelayanan kepada 
masyarakat.  Perubahan 
tersebut turut memperluas 
cakupan tugas dinas, termasuk 
dalam menangani persoalan 
pertanahan.

Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota (Dekot) 
Gorontalo, Totok Bachtiar, 
mengatakan, peningkatan 
status organisasi tersebut 
menjadi kesempatan bagi 
Perkim untuk memperkuat 
kinerja dan memaksimalkan 
pelayanan publik, khususnya 
di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman.

“Dengan naiknya status 
menjadi tipe B, struktur 
organisasi di Dinas Perkim juga 
mengalami penyesuaian. Jika 
sebelumnya hanya memiliki 
dua bidang, kini bertambah 
menjadi tiga bidang,” ujar 
Totok.

Ia  m e n j e l a s k a n ,  t i g a 
bidang tersebut meliputi 

Bidang Perumahan, Bidang 
Permukiman, dan Bidang 
Pertanahan. Penambahan 
bidang baru ini  dinilai 
penting untuk memperluas 
penanganan persoalan yang 
berkaitan dengan pengelolaan 
tanah di daerah.

Menurut Totok, keberadaan 
Bidang Pertanahan tidak 
ha nya  m e n ja d i  b a g i a n 
dari penyesuaian struktur 
organisasi ,  tetapi  juga 
diharapkan memperkuat 
pengelolaan aset tanah 
milik pemerintah daerah 
serta penanganan persoalan 
lahan yang berkaitan dengan 
ma sya ra kat .“ Ke  d e p a n , 
pengurusan aset-aset tanah 
milik pemerintah daerah 
maupun persoalan lahan 
yang bersinggungan dengan 
masyarakat bisa langsung 
ditangani oleh dinas ini. Jadi, 
kewenangannya menjadi lebih 
luas dan spesi�k,” jelasnya.

Totok menambahkan, 
peningkatan tipe Dinas Perkim 
menjadi salah satu bagian 
dari penataan nomenklatur 
organisasi perangkat daerah 
di lingkungan Pemerintah 
Kota Gorontalo. Penataan 
t e r s e b u t  d i h a r a p k a n 
m a m p u  m e n y e s u a i k a n 
struktur organisasi dengan 
kebutuhan pelayanan serta 
meningkatkan efektivitas kerja 
perangkat daerah. Ia berharap, 
p e r u b a h a n  s t a t u s  d a n 
penambahan bidang tersebut 
tidak hanya berdampak pada 
struktur organisasi, tetapi juga 
diikuti dengan peningkatan 
kinerja dan kualitas pelayanan 
yang dirasakan langsung oleh 
masyarakat. (Adv)

Naik Status, Perkim Diminta 
Maksimalkan Layanan

Totok Bachtiar
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Mutu Pendidikan 
Masih Jadi Tantangan

PUNCAK BOTU -GP- Deprov Gorontalo 
menyatakan dukungan terhadap Gerakan 
Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan 
Indah). Komitmen itu disampaikan 
Ketua Deprov �omas Mopili saat terlibat 
dalam kegiatan itu yang berlangsung 
di kawasan Pangkalan Pendaratan 
Ikan (PPI) Inengo, Kabupaten Bone 
Bolango, Selasa (27/10/2026). Kegiatan 
ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan 
organisasi perangkat daerah (OPD) 
di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Gorontalo.

 Gerakan Indonesia ASRI merupakan 
u p a y a  m e n d o r o n g  t e r c i p t a n y a 
lingkungan yang bersih, sehat, aman, 
dan tertata melalui keterlibatan berbagai 

unsur pemerintah dan masyarakat. 
Kawasan PPI Inengo menjadi salah 
satu lokasi pelaksanaan kegiatan untuk 
meningkatkan kepedulian terhadap 
kebersihan lingkungan, terutama di 
kawasan aktivitas perikanan.

�omas Mopili mengatakan, Gerakan 
Indonesia ASRI harus dimaknai sebagai 
gerakan bersama yang tidak berhenti 
pada kegiatan bersih-bersih, tetapi juga 
menjadi kebiasaan dalam kehidupan 
sehari-hari. Menurutnya, menjaga 
kebersihan lingkungan membutuhkan 
kesadaran dan tanggung jawab seluruh 
pihak,  baik pemerintah maupun 
masyarakat.

“Gerakan ini harus menjadi momentum 
untuk membangun kesadaran bersama 

bahwa kebersihan dan keindahan 
lingkungan merupakan tanggung jawab 
kita semua. Jangan hanya dilakukan 
saat ada kegiatan, tetapi harus menjadi 
budaya yang diterapkan setiap hari. Atau 
jadi habit masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap, melalui kegiatan 
tersebut, kawasan PPI Inengo dapat terus 
terjaga kebersihan dan kenyamanannya 
s e h i n g g a  m e n d u k u n g  a k t i v i t a s 
masyarakat, khususnya para nelayan 
dan pelaku usaha perikanan. Thomas 
menegaskan, sinergi pemerintah daerah, 
Forkopimda, OPD, dan masyarakat 
menjadi kunci agar semangat Indonesia 
A S R I  d a p a t  d i w u j u d k a n  s e c a r a 
berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi 
Gorontalo. (rmb)

G ORONTALO-GP- Peningkatan 
mutu pendidikan di Gorontalo dinilai 
masih menjadi tantangan yang harus 
segera dibenahi untuk menyiapkan 
sumber daya manusia (SDM) yang 
mampu bersaing di era global. Di tengah 
pesatnya perkembangan teknologi, 

kualitas pendidikan dan penguasaan 
kompetensi digital dinilai menjadi dua 
faktor yang tidak dapat dipisahkan 
dalam membangun daya saing generasi 
muda menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI) Cabang Gorontalo, Rifai 
Silama, mengatakan peningkatan kualitas 
SDM harus dimulai dari perbaikan mutu 
pendidikan. Menurutnya, Gorontalo 
membutuhkan sistem pendidikan yang 
mampu melahirkan generasi dengan 
kemampuan intelektual yang kuat 
agar dapat bersaing di tingkat nasional 
maupun internasional.

“Kesenjangan atau mutu pendidikan 

di Gorontalo perlu diperbaiki. Sebab, 
sebagai daerah yang ikut berada 
dalam pusaran persaingan global, kita 
membutuhkan peningkatan kualitas 
manusia, terutama dalam membangun 
kekuatan intelektual generasi muda,” 
ujar Rifai, Selasa (21/7).

Selain mutu pendidikan, Rifai 
menilai penguasaan teknologi menjadi 
kebutuhan mendasar bagi generasi 
muda. Perkembangan digital yang 
semakin pesat membuat hampir 
seluruh sektor kehidupan bergantung 
pada pemanfaatan teknologi, sehingga 
kemampuan tersebut harus dimiliki 
sejak dini.

“Di era digitalisasi sekarang, seluruh 
lini kehidupan semakin bergantung pada 
teknologi. Anak-anak muda Gorontalo 
wajib menguasai kecakapan digital 
agar mampu bersaing, bukan hanya 
di tingkat lokal, tetapi juga nasional 
bahkan internasional,” katanya.

M e n u r u t  R i f a i ,  p e n i n g k a t a n 
kompetensi digital harus didukung 
m e l a l u i  p e n g u a t a n  ku r i ku l u m , 
penyediaan fasilitas pembelajaran 
berbasis teknologi, serta perluasan akses 
pelatihan bagi pelajar dan mahasiswa. 
Dengan demikian, lulusan pendidikan 
di Gorontalo tidak hanya memiliki 
kemampuan akademik, tetapi juga 

keterampilan yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja.

Ia berharap pemerintah daerah, 
lembaga pendidikan, dan seluruh 
p e m a n g k u  k e p e n t i n g a n  d a p a t 
m e m p e r k u a t  s i n e r g i  d a l a m 
meningkatkan mutu pendidikan 
s e k a l i g u s  m e m p e r l u a s  a k s e s 
pengembangan kompetensi digital. 
Menurutnya, SDM yang unggul dan 
adaptif  terhadap perkembangan 
teknologi akan menjadi modal penting 
bagi Gorontalo untuk meningkatkan 
daya saing sekaligus mendukung 
terwujudnya Indonesia Emas 2045. 
(Tr-76)

Peningkatan Kualitas
SDM dan Penguasaan 
Teknologi Jadi Penentu 

Daya Saing Generasi 
Muda

DUKUNG GERAKAN INDONESIA ASRI

�omas Minta
Jadi Habit Masyarakat

KETUA Deprov Gorontalo Thomas Mopili ikut dalam kegiatan gerakan Indonesia ASRI di PPI Inengo.

PUNCAK BOTU -GP- Panitia Khusus (Pansus) 
Perizinan Berusaha DPRD Provinsi Gorontalo bersama 
organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemprov 
Gorontalo, menggelar rapat pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Senin (26/10).

Rapat tersebut membahas perkembangan kerja 
Pansus, termasuk hasil kunjungan lapangan ke Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, DPMPTSP Kabupaten 
Gorontalo, serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten 
Bone Bolango.

Wakil Ketua Pansus, Syamsir Djafar Kiyai, menjelaskan 
bahwa hasil kunjungan lapangan menjadi bahan 
evaluasi dan penyempurnaan substansi Ranperda agar 
pengaturan perizinan berusaha dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan di 
daerah.

“Setelah melakukan kunjungan lapangan, kami 
menghimpun berbagai masukan dari DPMPTSP provinsi 
maupun kabupaten, termasuk dari Mal Pelayanan Publik 
Kabupaten Bone Bolango. Masukan tersebut menjadi 
bahan bagi Pansus untuk menyempurnakan substansi 
Ranperda agar pengaturan perizinan berusaha lebih 
terarah dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar 
Syamsir.

Ia menjelaskan, DPMPTSP Provinsi Gorontalo juga 
telah melakukan pertemuan dengan pemerintah 
kabupaten/kota pada Jumat (23/10/2026) untuk 
menghimpun masukan dalam rangka penyempurnaan 
rancangan regulasi tersebut.

Dalam pembahasan, lanjutnya, muncul usulan 
penggabungan Ranperda Perizinan Berusaha 
dengan Ranperda tentang Investasi Daerah. Kedua 
substansi tersebut dinilai memiliki keterkaitan karena 
penyelenggaraan perizinan merupakan salah satu aspek 
penting dalam mendukung pelaksanaan investasi.

“Perizinan dan investasi memiliki keterkaitan yang 
erat. Perizinan menjadi salah satu aspek yang perlu 
dipenuhi sebelum kegiatan usaha dan investasi dapat 
berjalan. Karena itu, usulan penggabungan kedua 
Ranperda ini sedang dibahas agar nantinya dapat 
menghasilkan regulasi yang terintegrasi dan saling 
mendukung,” jelasnya.

Syamsir menegaskan, proses penyempurnaan regulasi 
akan tetap mempertimbangkan masukan dari OPD 
terkait serta pemerintah kabupaten/kota, sehingga 
ketentuan yang disusun dapat diterapkan secara efektif 
dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. 
(rmb)

RAPAT Pansus Ranperda perizinan berusaha bersama OPD
Pemprov.

Mulai Dimatangkan Pansus

INTEGRASI RANPERDA 
PERIZINAN-INVESTASI
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SMA EBEN HAEZAR-MANADO INDEPENDENT SCHOOL

TAK TERKALAHKAN 
MANADO - Partai final Honda Developmental 

Basketball League (DBL) North Sulawesi 2026 yang 
berlangsung pada 22 Oktober 2026 di GOR Politeknik 
Manado menghadirkan persaingan sengit dari tim basket 
putra dan putri tingkat SMA. Pada pertandingan 
puncak ini, SMA Eben Haezar Manado 
meraih kemenangan di kategori putra, 
sementara Manado Independent 
School keluar sebagai pemenang di 
kategori putri.

Pada kate g or i  putra,  SMA 
Eben Haezar Manado berhasil 
mengamankan kemenangan atas 
SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon 
d e n g a n  s k o r  5 6 - 4 5 .  Ke d u a 
tim menunjukkan persaingan 
kompetitif sepanjang pertandingan 
hingga SMA Eben Haezar Manado 
memastikan kemenangan di akhir 
laga. Sementara itu, pada kategori putri, 
Manado Independent School berhasil 
mengungguli SMA Eben Haezar Manado 
dengan skor 53-32. Hasil ini mengantarkan Manado 
Independent School meraih kemenangan pada partai 
final Honda DBL North Sulawesi 2026. Promotion 
Dept. Head PT Daya Adicipta Wisesa (DAW), Bonny 
Pandelaki, mengapresiasi semangat dan perjuangan 
seluruh tim yang telah berpartisipasi dalam kompetisi 
tersebut. â€œSelamat kepada SMA Eben Haezar 
Manado dan Manado Independent School atas 
kemenangan yang diraih di partai final Honda DBL 

North Sulawesi 2026. Apresiasi juga kami sampaikan 
kepada seluruh tim yang telah berkompetisi dengan 
penuh semangat dan sportivitas. Kami berharap ajang 
ini dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk 

mengembangkan potensi, membangun karakter, 
serta menumbuhkan semangat berkompetisi 

secara positif,â€  ujar Bonny.
Selain pertandingan final, Honda 
DBL North Sulawesi 2026 juga 

dimeriahkan dengan pengumuman 
doorprize berupa satu unit sepeda 
motor Honda BeAT Sporty. Hadiah 
tersebut berhasil dimenangkan 
oleh Nashtia Ingiriwang, salah 
satu siswa SMA Negeri 1 Manado. 

Kehadiran doorprize ini menambah 
antusiasme pelajar dan penonton 

yang turut menyaksikan rangkaian 
kegiatan hingga partai �nal. Partisipasi PT 

DAW dalam Honda DBL North Sulawesi 2026 
merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung 

aktivitas positif generasi muda, khususnya melalui 
olahraga basket. Ajang ini menjadi ruang bagi pelajar 
untuk menunjukkan kemampuan, meraih prestasi, 
sekaligus membangun nilai disiplin, kerja sama tim, 
dan sportivitas.

Sejalan dengan semangat Sinergi Bagi Negeri, PT DAW 
berharap Honda DBL dapat terus menjadi wadah bagi 
pelajar di Sulawesi Utara untuk mengembangkan potensi 
diri dan menginspirasi generasi muda lainnya melalui 
prestasi di bidang olahraga. (tro)

puncak ini, SMA Eben Haezar Manado 
meraih kemenangan di kategori putra, 
sementara Manado Independent 

memastikan kemenangan di akhir 
laga. Sementara itu, pada kategori putri, 
Manado Independent School berhasil 
mengungguli SMA Eben Haezar Manado 
dengan skor 53-32. Hasil ini mengantarkan Manado 
Independent School meraih kemenangan pada partai 
final Honda DBL North Sulawesi 2026. Promotion 

serta menumbuhkan semangat berkompetisi 
secara positif,â€  ujar Bonny.

Selain pertandingan final, Honda 
DBL North Sulawesi 2026 juga 

dimeriahkan dengan pengumuman 
doorprize berupa satu unit sepeda 
motor Honda BeAT Sporty. Hadiah 
tersebut berhasil dimenangkan 
oleh Nashtia Ingiriwang, salah 
satu siswa SMA Negeri 1 Manado. 

Kehadiran doorprize ini menambah Kehadiran doorprize ini menambah 
antusiasme pelajar dan penonton 

yang turut menyaksikan rangkaian 
kegiatan hingga partai �nal. Partisipasi PT 

DAW dalam Honda DBL North Sulawesi 2026 
merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung 

aktivitas positif generasi muda, khususnya melalui 
olahraga basket. Ajang ini menjadi ruang bagi pelajar 
untuk menunjukkan kemampuan, meraih prestasi, 
sekaligus membangun nilai disiplin, kerja sama tim, 

Manado menghadirkan persaingan sengit dari tim basket 

Eben Haezar Manado berhasil 
mengamankan kemenangan atas 
SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon 

ini dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk 

dengan skor 53-32. Hasil ini mengantarkan Manado 

motor Honda BeAT Sporty. Hadiah 
tersebut berhasil dimenangkan 
oleh Nashtia Ingiriwang, salah 
satu siswa SMA Negeri 1 Manado. 

DAW dalam Honda DBL North Sulawesi 2026 
merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung 

aktivitas positif generasi muda, khususnya melalui 
olahraga basket. Ajang ini menjadi ruang bagi pelajar 

Honda DBL 
North

 Sulawesi

(FOTO: DOK/DAW) 

SMA Eben Haezar Manado meraih kemenangan di kategori putra pada 
Honda DBL North Sulawesi 2026, berlangsung (22/10) di GOR Politeknik 
Manado. INSERT: Manado Independent School keluar sebagai pemenang 

di kategori putri.

MOTOGP MALAYSIA

Marc Marquez 
Hadapi 

Ujian Krusial
Marc Marquez memiliki misi khusus saat 

menghadapi MotoGP Malaysia 2026.Tonton 
Balap Mobil Seri ke-19 MotoGP 2026 itu 

akan berlangsung di Sirkuit Sepang pada 30 
Oktober hingga 1 November mendatang. Race 

di Negeri Jiran menjadi salah satu balapan 
penting karena persaingan menuju akhir musim 

makin memanas. Hasil di Sepang berpotensi 
memengaruhi perebutan gelar juara dunia.

Marquez datang dengan modal 
penting setelah memenangi sprint race 

MotoGP Australia. Kemenangan tersebut 
mengantarkannya ke puncak klasemen 

MotoGP 2026 dengan keunggulan 10 poin 
atas Jorge Martin. Namun, peluang Marquez 

untuk memperlebar jarak dengan pesaingnya 
terhenti setelah balapan utama di Phillip Island 

dibatalkan akibat cuaca buruk. Rider Ducati 
Lenovo itu pun gagal menambah perolehan 

poin dari balapan utama tersebut. Di sisi lain, 
Martin juga tidak bisa mengikuti balapan utama 

setelah mengalami kecelakaan saat sesi sprint 
race. Situasi ini membuat persaingan kedua 
pembalap menuju gelar juara dunia makin 

menarik untuk dinantikan.
Bagi Marquez, seri Malaysia menjadi 

kesempatan untuk kembali mengumpulkan 
poin sekaligus mempertahankan posisinya di 
puncak klasemen. Meski demikian, Marquez 

tetap harus menghadapi persaingan ketat dari 
para rivalnya di Sirkuit Sepang. Hasil pada 
seri ini bisa menjadi faktor penting dalam 

menentukan arah persaingan pada penghujung 
musim. Rangkaian balapan MotoGP Malaysia 
2026 akan mencapai puncaknya pada Minggu 

(1/11/2026). Balapan digelar secara berurutan, 
dimulai dari kelas Moto3, dilanjutkan Moto2, 

dan ditutup oleh kelas utama MotoGP. 
Penggemar pun menantikan kiprah Marquez 
di Sepang. Mampukah pembalap Spanyol itu 

mempertahankan keunggulan di klasemen dan 
memperbesar peluangnya meraih gelar juara 

dunia MotoGP 2026?(del/jpnn)

PENAMPILAN Marc Marquez 
pada lintasan MotoGP
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70 Jiwa Terdampak,
Polres Boalemmo
Gerak Cepat 
Salurkan Bantuan

B O A L E M O - G P  –  Mu s i m 
kemarau panjang membuat 
masyarakat kesulitan untuk 
mendapatkan air bersih. Salah 
satunya warga Desa Tenilo, 
K e c a m a t a n  P a g u y a m a n , 
K a b u p a t e n  B o a l e m o . 
Menindaklanjuti kebutuhan 
masyarakat tersebut,  Polri 
k e m b a l i  m e m b u k t i k a n 
komitmennya sebagai pelindung, 
p e n g a y o m ,  d a n  p e l a y a n 
masyarakat, yang selalu hadir di 
tengah kesulitan warga. Di mana 
Satuan Samapta Polres Boalemo 
bersama Polsek Paguyaman, 
bergerak cepat menyalurkan 
bantuan air bersih bagi warga 
yang membutuhkan. Informasi 
yang dirangkum Gorontalo Post, 
aparat Kepolisian mengerahkan 
armada untuk menyalurkan 5.000 
liter air bersih secara langsung 
kepada masyarakat. Bantuan 

ini disalurkan kepada 20 Kepala 
Keluarga (KK), yang mencakup 
70 jiwa di Desa Tenilo, yang 
selama ini mengalami kesulitan 
mendapatkan pasokan air bersih 
akibat dampak musim kemarau. 
Kegiatan kemanusiaan itu 
sendiri dipimpin langsung oleh 
Kasat Samapta, Iptu Apriyanto 
Mahmud, bersama Kapolsek 
Paguyaman, Ps. Iptu Rhamdani 
Mahmuda, dengan didukung 
penuh oleh personel Sat Samapta 
dan Polsek Paguyaman.

Kehadiran aparat Kepolisian 
itu pun disambut antusias 
oleh masyarakat. Wajah-wajah 
sumringah terlihat jelas saat 
warga antre membawa jerigen 
dan ember, untuk menampung 
air guna memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. 

Kapolres Boalemo, AKBP 
Firman Taufik,S.I.K., melalui 
Kasat Samapta, Iptu Apriyanto 
Mahmud menyampaikan, aksi 
nyata ini menegaskan peran 
Polri yang jauh melampaui 
t u g a s  p e n e g a k a n  h u ku m, 
serta pemeliharaan keamanan 
dan ketertiban masyarakat 

( H a r k a m t i b m a s ) .  P o l r i 
senantiasa hadir membawa 
solusi dan empati mendalam 
terhadap krisis sosial yang 
dihadapi masyarakat.

“Penyaluran air bersih ini 
mer upakan bentuk wujud 
kepedulian dan kehadiran Polri 
di tengah-tengah masyarakat, 
khususnya yang terdampak 
musim kemarau. Kami ingin 
memastikan bahwa kehadiran 
P o l r i  t i d a k  h a n y a  d a l a m 
menjaga situasi Kamtibmas 
agar tetap kondusif,  tetapi 
juga siap mengulurkan tangan 
membantu setiap kesulitan 
warga,” jelasnya.

Melalui aksi simpatik ini, 
citra Polri sebagai institusi yang 
humanis, responsif, dan dekat 
dengan rakyat semakin nyata 
dirasakan oleh masyarakat 
Kabupaten Boalemo. Kehadiran 
aparat kepolisian di tengah 
kr is is  air  bersih ini  t idak 
hanya menyegarkan dahaga 
warga, tetapi juga menyalakan 
harapan dan mempererat jalinan 
silaturahmi antara Polri dan 
masyarakat. (kif)

Warga Tenilo 
Krisis Air Bersih

Masyarakat Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, mendapatkan bantuan air bersih dari piihak Satuan Samapta 
Polres Boalemo beserta personel Polsek Paguyaman.

GORONTALO–GP – Untuk 
menekan angka kecelakaan 
lalu lintas, selama kurang 
l e b i h  1 4  h a r i ,  a p a r a t 
Kepolisian bakal melakukan 
pengawasan ketat di jalan. Di 
mana melalui pelaksanaan 
Operasi Patuh Otanaha 
2026, ada kurang lebih 300 
personel yang diterjunkan 
untuk menindak berbagai 
pelanggaran.

Data yang dirangkum 
Gorontalo Post, pelaksanaan 
operasi akan berlangsung 26 
Oktober hingga 8 November 
2026 mendatang. Operasi itu 
ditandai dengan Apel Gelar 
Pasukan yang dilaksanakan 
Senin (26/10). Apel itu 
sendiri dipimpin Wakapolda 
Gorontalo Brigjen Pol. 
Dedy Suhartono. Kegiatan 
i n i  m e n j a d i  p e n a n d a 
dimulainya pelaksanaan 
operasi yang mengusung 
t e m a  ‘ P o l i s i  B e r s a m a 
Masyarakat Mewujudkan 
Lalu Lintas yang Tertib, 
Aman dan Berkeselamatan’.

“Keselamatan di jalan raya 
membutuhkan kesadaran 
dan kedisiplinan seluruh 
pengguna jalan. Tingginya 
potensi pelanggaran yang 
d a p a t  b e r u j u n g  p a d a 
kecelakaan, harus direspon 
melalui upaya terpadu. 
Mulai dari edukasi kepada 
masyarakat, pengawasan di 
lapangan, hingga penegakan 
hukum secara terukur,” tegas 
Waka Polda.

D i t a m b a h k a n  p u l a , 
pelaksanaan operasi tidak 
semata-mata berorientasi 
p a d a  p e n i n d a k a n . 
P e n d e k a t a n  h u m a n i s 
tetap dikedepankan agar 
m a s y a r a k a t  s e m a k i n 
memahami pentingnya 
menaati aturan lalu lintas, 
sebagai bentuk perlindungan 
t e r h a d a p  d i r i  s e n d i r i 
maupun pengguna jalan 
lainnya. Untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan, 
Polda Gorontalo melibatkan 
personel dari satuan kerja 

di tingkat Polda dan Polres 
jajaran. 

“ O p e r a s i  i n i  j u g a 
m e n d a p a t  d u k u n g a n 
instansi terkait, termasuk 
Dinas Perhubungan dan 
unsur TNI. Seluruh unsur 
t e r s e b u t  m e n ja l a n k a n 
langkah preemtif, preventif, 
dan represif sesuai tugas 
serta kewenangan masing-
masing,” ujarnya.

Lanjut  kata jenderal 
bintang satu dipundaknya ini, 
sejumlah pelanggaran yang 
berpotensi menimbulkan 
k e c e l a k a a n  m e n j a d i 
p r i o r i t a s  p e n g a w a s a n 
p e t u ga s.  D i a nt a ra nya, 
tidak menggunakan helm 
berstandar Standar Nasional 
I n d o n e s i a  ( S N I )  b a g i 
pengendara sepeda motor, 
tidak mengenakan sabuk 
pengaman bagi pengemudi 
mobil, menggunakan telepon 
genggam saat berkendara, 
menerobos lampu merah, 
melampaui batas kecepatan, 
serta melawan arus lalu 
lintas. Petugas pula akan 
menyasar  penggunaan 
knalpot yang tidak sesuai 
ketentuan, kendaraan yang 
tidak memenuhi persyaratan 
teknis, serta pengendara 
yang tidak melengkapi 
persyaratan berkendara. 
Pe n a n g a n a n  t e r h a d a p 
p e l a n g g a r a n  t e r s e b u t 
dilakukan berdasarkan 
kondisi di lapangan dan 
ketentuan yang berlaku.

“Dalam aspek penegakan 
h u k u m ,  o p e r a s i  i n i 
memadukan pemanfaatan 
Electronic Traff ic  Law 
E n f o r c e m e n t  ( E T L E ) , 
p e n i n d a k a n  m e l a l u i 
ti lang non-ETLE, serta 
pemberian teguran simpatik. 
Penggunaan teknologi 
diharapkan mendukung 
proses penindakan yang 
lebih efektif, transparan, 
dan sesuai dengan jenis 
p e l a n g g a r a n  y a n g 
ditemukan,” jelasnya.

D i  s i s i  l a i n ,  u p a y a 

pencegahan akan diperkuat 
m e l a l u i  p e n y u l u h a n 
keselamatan berlalu lintas, 
dialog bersama masyarakat, 
serta edukasi mengenai safety 
riding dan safety driving. 
Sosialisasi juga dilakukan 
m e l a l u i  p e m a s a n g a n 
spanduk dan pembagian 
materi informasi untuk 
meningkatkan pemahaman 
m a s y a r a k a t  m e n g e n a i 
perilaku berkendara yang 
aman. Pengawasan di jalan 
raya turut ditingkatkan 
melalui kegiatan pengaturan, 
penjagaan, dan patroli pada 
lokasi yang dinilai rawan 
p e l a n g g a r a n  m a u p u n 
k e c e l a k a a n .  L a n g k a h 
i n i  d i h a r a p k a n  d a p a t 
m e n d o ro n g  p e n g g u n a 
j a l a n  l e b i h  d i s i p l i n 
s e k a l i g u s  m e n g u ra n g i 
potensi terjadinya insiden 
lalu lintas selama operasi 
berlangsung.

“Seluruh personel yang 
terlibat agar melaksanakan 
tugas secara profesional, 
p r o p o r s i o n a l ,  d a n 
bertanggung jawab. Setiap 
tindakan di lapangan harus 
berpedoman pada aturan 
s e r t a  m e n g e d e p a n k a n 
pelayanan yang baik. Personel 
k i r a n y a  m e n g h i n d a r i 
perilaku yang dapat merusak 
kepercayaan masyarakat 
terhadap institusi Polri,” 
harapnya.

Melalui Operasi Patuh 
O t a n a h a  2 0 2 6 ,  P o l d a 
Gorontalo berharap tingkat 
kepatuhan masyarakat 
terhadap peraturan lalu 
lintas semakin meningkat. 
Upaya terpadu melalui 
edukasi, pengawasan, dan 
penegakan hukum tersebut 
d i h a r a p k a n  m a m p u 
menekan angka pelanggaran, 
mengurangi kecelakaan 
beserta dampaknya, serta 
mewujudkan kondisi lalu 
lintas yang lebih tertib, 
aman, dan berkeselamatan 
di wilayah Gorontalo.

Sementara itu, pada hari 
pertama pelaksanaan operasi 
di wilayah Pohuwato, sudah 
ada kurang lebih empat 
kendaraan yang ditilang 
dan 20 kendaraan lainnya 
diberikan surat teguran.

“Pelanggaran didominasi 
o l e h  p e n g e mu d i  y a n g 
tidak menggunakan helm. 
Oleh karena itu, melalui 
pelaksanaan operasi ini, kami 
berharap agar masyarakat 
bisa lebih taat dan patuh lagi 
terhadap aturan lalu lintas,” 
harap Kapolres Pohuwato, 
AKBP H. Busroni,S.I.K.,M.H., 
melalui Kasat Lantas, Iptu 
Gendut Hartono. (tha/kif)

Ops Patuh Otanaha 2026
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(F. NATHARAHMAN/ GORONTALO POST)

Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Patuh Otanaha 2026, 
di halaman Polda Gorontalo, Senin (26/10). 



MENJAGA harga pangan tetap 
stabil bukan pekerjaan yang 
dapat diselesaikan oleh 

satu institusi. Di balik harga beras, 
cabai, bawang merah, dan ikan yang 
terjangkau, terdapat rantai panjang 
yang melibatkan petani, nelayan, 
pedagang, distributor, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Ketika 
produksi terganggu atau distribusi 
tersendat, dampaknya dapat segera 
dirasakan melalui kenaikan harga 
dan penurunan daya beli. Karena itu, 
pengendalian in�asi membutuhkan 
kerja bersama yang terencana dan 
berkelanjutan.

Untuk memperkuat upaya tersebut, 
Bank Indonesia bersama pemerintah 
daerah dan mitra strategis mendorong 
Gerakan Pengendalian Inflasi dan 
Pangan Sejahtera (GPIPS). Program 
ini  mengintegrasikan berbagai 
langkah pengendalian in�asi, mulai 
dari peningkatan produktivitas 
pangan, penguatan pascapanen, 
fasilitasi distribusi, hingga kerja sama 
antardaerah. Bagi Kawasan Timur 
Indonesia (KTI), khususnya Sulawesi, 
Maluku, dan Papua (Sulampua), 
pendekatan ini penting karena 
tantangan pasokan dan distribusi 
pangan berbeda-beda di setiap 
wilayah. GPIPS menjadi salah satu 
wadah untuk menyelaraskan upaya 
tersebut agar tidak berjalan sendiri-
sendiri.

Urgensi penguatan sinergi ini 
tercermin dalam perkembangan 
in�asi di Sulampua. Berdasarkan rilis 
Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi 
se-Sulampua tanggal 4 Oktober 2026, 
inflasi tahunan (year-on-year/yoy) 

September 2026 mencapai 7,59% di 
Sulawesi Utara, 5,72% di Maluku Utara, 
5,46% di Gorontalo, 5,42% di Papua 
Pegunungan, 5,41% di Papua Tengah, 
dan 5,20% di Papua Barat. Sementara 
itu, Sulawesi Selatan mencatat in�asi 
3,75%, Sulawesi Tengah 3,21%, dan 
Sulawesi Barat 2,82%. Perbedaan 
tersebut menunjukkan bahwa tekanan 
in�asi tidak seragam, sehingga respons 
pengendalian perlu disesuaikan 
dengan karakteristik dan tantangan 
masing-masing daerah.

Menghubungkan 
Produksi dan Distribusi

Salah satu tantangan pengendalian 
i n f l a s i  d i  S u l a m p u a  a d a l a h 
ketidakmerataan produksi dan pasokan 
antardaerah. Wilayah yang memiliki 
surplus suatu komoditas berpotensi 
memasok daerah yang mengalami 
kekurangan. Namun, peluang tersebut 
tidak akan optimal tanpa konektivitas 
perdagangan, informasi kebutuhan 
yang memadai, dan komitmen kerja 
sama yang berkelanjutan. Stabilitas 
harga pangan, dengan demikian, tidak 
hanya ditentukan oleh kemampuan 
daerah memproduksi pangan, tetapi 
juga oleh kemampuannya terhubung 
dengan daerah lain.

Melalui GPIPS, penguatan sisi hulu 
dilakukan antara lain melalui Gerakan 
Peningkatan Produktivitas (GAP), 
pengembangan pascapanen dan 
hilirisasi, serta peningkatan kapasitas 
kelembagaan petani dan pelaku 
usaha. Upaya tersebut penting agar 
peningkatan produksi tidak berhenti 
pada hasil panen, tetapi berlanjut 
menjadi produk yang berkualitas, 

memiliki daya simpan lebih baik, 
dan mampu menjangkau pasar. 
Penguatan UMKM pangan juga dapat 
memperluas nilai tambah sekaligus 
meningkatkan kapasitas pelaku usaha 
lokal dalam rantai pasok.

Pada sisi distribusi, Kerja Sama Antar 
Daerah (KAD) menjadi instrumen 
untuk menghubungkan wilayah 
surplus dan de�sit. Kerja sama perlu 
dibangun berdasarkan kebutuhan 
serta potensi masing-masing daerah, 
sehingga perdagangan pangan dapat 
berlangsung lebih terencana. Bagi 
Sulampua yang memiliki tantangan 
geogra�s dan konektivitas, KAD bukan 
sekadar kesepakatan antarpemerintah 
daerah, melainkan upaya memperkuat 
k e t e r h u b u n g a n  r a n t a i  p a s o k . 
Keberhasilannya membutuhkan 
kepastian pasokan, dukungan pelaku 
usaha, serta tindak lanjut yang 

konsisten.
Di sisi lain, Gerakan Pangan Murah 

( G P M )  m e mb a ntu  ma s ya ra kat 
memperoleh pangan dengan harga 
terjangkau, terutama ketika terjadi 
tekanan harga. Namun, intervensi 
ini perlu berjalan beriringan dengan 
penguatan produksi dan distribusi agar 
manfaatnya tidak hanya bersifat jangka 
pendek. Penguatan neraca pangan dan 
pemanfaatan data juga penting untuk 
mengidenti�kasi potensi kekurangan 
pasokan serta menentukan langkah 
antisipasi lebih dini. Berbagai program 
tersebut akan memberikan dampak 
lebih besar ketika dirancang sebagai 
satu rangkaian upaya, bukan kegiatan 
yang berdiri sendiri.

Sinergi sebagai 
Komitmen Bersama

Pemerintah daerah memiliki 
peran strategis karena memahami 
karakteristik produksi, kebutuhan 
pangan, dan tantangan distribusi 
di wilayahnya. Dukungan dapat 
diwujudkan melalui penguatan Tim 
Pengendalian In�asi Daerah (TPID), 
fasilitasi KAD, keberlanjutan program 
peningkatan produktivitas, serta 
pemanfaatan data pangan dalam 
pengambilan keputusan. Koordinasi 
l i n t a s  p e r a n g k a t  d a e r a h  j u g a 
diperlukan agar kebijakan produksi, 
perdagangan, dan distribusi berjalan 
searah.

Pa r t i s i p a s i  m a s y a r a k a t  d a n 
pelaku usaha tidak kalah penting. 
Dukungan terhadap produk pangan 
lokal, pengembangan usaha berbasis 
potensi daerah, serta kemitraan 
antara produsen dan pedagang dapat 

memperkuat rantai pasok. Masyarakat 
juga perlu memahami bahwa stabilitas 
harga pangan bukan hanya urusan 
pemerintah atau Bank Indonesia, 
melainkan kepentingan bersama 
yang berkaitan langsung dengan 
kesejahteraan rumah tangga.

Karena itu, GPIPS perlu dipandang 
bukan semata-mata sebagai program, 
melainkan sebagai wadah kolaborasi 
yang perlu terus diperkuat. Bank 
I n d o n e s i a  d a p a t  m e n d o r o n g 
koordinasi dan sinergi kebijakan, 
tetapi keberlanjutan upaya tersebut 
membutuhkan komitmen pemerintah 
daerah, dukungan pelaku usaha, serta 
partisipasi masyarakat. Setiap daerah 
memiliki karakteristik dan tantangan 
yang berbeda; yang diperlukan adalah 
kesamaan tujuan untuk menjaga 
pasokan dan keterjangkauan harga 
pangan.

Pada akhirnya, tekanan in�asi yang 
masih tinggi di sejumlah provinsi 
Sulampua menjadi pengingat bahwa 
upaya pengendalian harga perlu 
terus diperkuat. Berbagai program 
G PI P S  m e nye d i a ka n  la n d a sa n 
untuk menyatukan langkah, tetapi 
keberlanjutan hasilnya bergantung 
pada keterlibatan seluruh pihak. Ketika 
pemerintah daerah, Bank Indonesia, 
pelaku usaha,  dan masyarakat 
bersinergi menjaga produksi serta 
memperlancar distribusi pangan, 
stabilitas harga bukan hanya menjadi 
target kebijakan, melainkan manfaat 
nyata bagi kesejahteraan masyarakat 
di Kawasan Timur Indonesia. (*) 

Penulis adalah Ekonom Yunior 
Bank Indonesia

SETIAP  kali  saya membaca 
berita belakangan ini, narasi 
soal Indonesia sebagai paru-

paru dunia rasanya makin kontras 
dengan kenyataan yang saya lihat di 
media sosial maupun di lapangan. 
Di satu sisi, kita sering dibanggakan 
karena memiliki hutan hujan tropis 
dan lahan gambut raksasa yang 
menopang iklim bumi. Namun di 
sisi lain, saya melihat tiap kali musim 
kemarau tiba, paru-paru dunia itu 
seperti sengaja dibakar dan dibiarkan 
terdampak oleh asapnya sendiri.

Kebakaran hutan dan lahan 
(Karhutla) yang kembali menyelimuti 
Kalimantan belakangan ini bukan 
lagi cerita baru bagi saya. Namun, 
justru karena sudah terlalu sering 
terjadi, saya khawatir publik rentan 
menganggap sebagai takdir musiman 
biasa. Padahal, jika saya mencoba 
membongkar apa yang ada di balik 
tumpukan asap pekat itu, ini adalah 
krisis tata kelola ruang hidup yang 
dampaknya sampai ke daerah kita.

Gambut yang Terbakar, dan 
Cost yang Dibayarkan

Sebenarnya, lahan gambut yang 
alami itu analoginya seperti spons 
basah raksasa. Lahan ini terbuat dari 
tumpukan serat daun dan kayu mati 
yang terendam air selama ribuan 
tahun, sehingga menyimpan stok 
karbon dalam jumlah yang sangat 
besar.  Karena kemampuannya 
menyerap dan menahan air dalam 
jumlah melimpah, gambut alami 
secara alami hampir mustahil untuk 
terbakar.

Namun, ketika hutan di atasnya 
dibabat dan dibuatkan kanal untuk 
dikeringkan demi pembukaan lahan 
(land clearing), sifat spons basah 
itu hilang. Lahan gambut berubah 
menjadi tumpukan bahan bakar 
raksasa di bawah tanah. Sekali kena 
percikan api, ia membara di dalam 
dan menyemburkan asap beracun 
berminggu-minggu.

Timbullah pertanyaan lagi di pikiran 
saya, siapa yang paling diuntungkan 
dan apa motif di baliknya?

Menurut analisis saya, jawabannya 
adalah kalkulasi bisnis yang terlalu 
murah. Dalam ekonomi lingkungan, 
ada konsep yang membedakan 
Private Cost (biaya yang dikeluarkan 
oknum) dan Social Cost (biaya yang 
ditanggung masyarakat). Bagi oknum 
pelaku, membersihkan lahan dengan 
cara mengeringkan dan membakar 
adalah cara yang sangat murah dan 
cepat. Mereka berhasil menekan 

Private Cost semurah mungkin demi 
mendapatkan keuntungan jumbo.

Tapi, sisa biaya yang dihemat oleh 
oknum itu tidak hilang begitu saja. 
Biaya itu diubah menjadi social cost 
yang sangat mahal dan dibebankan 
langsung ke paru-paru rakyat, 
melalui penyakit ISPA, sekolah anak-
anak yang terpaksa libur, ancaman 
terhadap biodiversity, hingga krisis 
lingkungan jangka panjang.

Kabut Asap yang Melintasi 
Batas dan Ruang Hidup

Saya memperhatikan bahwa 
dampak dari kebakaran hutan dan 
lahan (karhutla) di Kalimantan tidak 
pernah benar-benar berhenti di batas 
wilayah domestik semata. Di tengah 
hantaman fenomena El Niño yang 
memicu kemarau ekstrem, lahan 
gambut yang kering menjadi sangat 
rapuh dan memicu eskalasi api yang 
sulit dipadamkan. Bencana ekologis 
ini dengan cepat meluas hingga 
memicu keresahan diplomatik di 
tingkat regional akibat kabut asap 
lintas batas (transboundary haze) 
yang mencemari udara negara-
negara tetangga.

Namun, hal yang sering kali 
luput dari perhatian public, dan 
sangat mengusik pikiran saya, 
adalah bagaimana ancaman ini 
juga merambat ke wilayah-wilayah 
lain di tanah air. Dalam perspektif 
ekonomi lingkungan, ini adalah 
bentuk nyata eksternalitas negatif 
(negative externalities), di mana 
dampak kerugian ekologis ditanggung 
oleh pihak yang sama sekali tidak 
menikmati keuntungan ekonomi dari 
pembukaan lahan tersebut.

Dampak tersebut kini dirasakan 
langsung di kampung halaman saya, 
Provinsi Gorontalo. Posisi geogra�s 
yang relatif berdekatan dan melintasi 
Selat Makassar membuat sebaran 
asap serta partikel polusi berbahaya 
terbawa angin hingga menutupi 
langit Gorontalo, memicu penurunan 
kualitas udara yang mengancam 
kesehatan warga. Bagi saya, realitas 
pahit ini membuktikan bahwa kita 
di daerah tidak boleh lagi tinggal 
diam atau menganggap karhutla 
sebagai masalah lokal Kalimantan 
semata—sebab asapnya telah nyata 
mengancam ruang hidup kita 
bersama.

Apa yang Saya Lihat di Scotland
Melihat krisis asap di tanah air 

dari tempat saya menuntut ilmu 
saat ini di Skotlandia memberikan 

sudut pandang komparatif yang 
sangat kontras. Beberapa waktu lalu, 
ketika melintasi wilayah Highlands, 
saya menyaksikan hamparan lahan 
gambut yang membentang luas tanpa 
tersentuh ekspansi industri maupun 
eksploitasi ekonomi destruktif. 
Pengalaman ini membukakan mata 
saya, di Britania Raya, khususnya 
Skotlandia, prioritas utama kebijakan 
lingkungan mereka adalah mencapai 
target emisi nol bersih (Net Zero 
Emissions) pada tahun 2045. Salah 
satu pilar krusial dari strategi iklim 
tersebut adalah perlindungan 
k e a n e k a r a g a m a n  h a y a t i  d a n 
pemulihan lahan gambut (peatland 
restoration). Di sini, gambut tidak lagi 
dipandang sebagai lahan terlantar 
yang bebas dirusak, melainkan 
sebagai aset ekologis tak ternilai yang 
wajib dijaga fungsi alaminya sebagai 
penyimpan karbon raksasa dunia.

Pemerintah Skotlandia, melalui 
skema nasional Peatland ACTION, 
menginvestasikan ratusan juta pound 
sterling untuk merestorasi ratusan 
ribu hektar gambut yang sempat 
terdegradasi. Mereka menerapkan 
t e k n i k  p e m b a s a h a n  k e m b a l i 
(rewetting) dengan menyumbat 
saluran-saluran drainase tua (ditch 
blocking) guna mengembalikan 
kelembapan alami tanah. Tak hanya 
itu, melalui mekanisme Peatland Code, 
Skotlandia berhasil mengintegrasikan 
pemulihan ekosistem dengan insentif 
ekonomi berbasis nilai karbon, tanpa 
mengesampingkan keadilan bagi 
masyarakat lokal (Just Transition).

Praktik keberlanjutan berbasis 
sains dan regulasi ketat di Skotlandia 
ini membuktikan bahwa ekosistem 
gambut sangat bisa dikelola secara 

bijak. Bagi Indonesia, negara yang 
sangat  rentan terhadap kr isis 
ekologis, mengutamakan tindakan 
pencegahan dan restorasi jauh lebih 
murah ketimbang terus-menerus 
menanggung biaya penanggulangan 
bencana. Ini adalah referensi berharga 
yang sangat layak dipelajari dan 
diadaptasi demi menyelamatkan 
ruang hidup kita bersama.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Melihat kompleksnya krisis ini, 

saya meyakini bahwa kita tidak boleh 
berhenti hanya pada rasa marah, 
skeptis, atau pasrah pada keadaan. 
Menghadapi krisis lingkungan yang 
sistemik ini, perlu ada pembagian 
peran yang tegas dan langkah nyata 
dari seluruh elemen masyarakat.

Pertama, bagi pemerintah daerah 
dan pemimpin local. Jangan sekali-
kali meremehkan krisis ini. Bencana 
ini tidak lahir dari ruang hampa, 
ada jejak kebijakan di dalamnya, 
baik melalui kelonggaran izin alih 
fungsi lahan maupun lemahnya 
p e ngawa sa n terha dap oknum 
pelanggar.  Pemda di  kawasan 
terdampak, termasuk Gorontalo, 
harus sigap memberlakukan status 
tanggap darurat polusi, memperketat 
standar kualitas udara, dan menjamin 
perlindungan kesehatan bagi warga, 
terutama anak-anak dan kelompok 
rentan.

Kedua, saya percaya jarak tidak 
boleh membatasi kepedulian kita. 
Daripada sekadar meluapkan amarah 
di media sosial, kita dapat mengambil 
tindakan yang lebih praktis dan 
berdampak nyata melalui solidaritas 
s o c i a l ,  sa la h  satu nya  d e nga n 
menyalurkan donasi ke lembaga atau 
relawan lingkungan yang transparan 
di lapangan, seperti gerakan Patungan 
Hutan. Sekecil apa pun kontribusi kita 
sangat berharga untuk menyediakan 
masker berspesi�kasi tinggi, tabung 
oksigen, hingga dukungan logistik 
bagi tim pemadam yang berjuang di 
garis depan.

Ketiga, saya mendesak pemerintah 
pusat untuk merombak strategi 
penanganan. Geser alokasi anggaran 
dari sekadar pemadaman darurat 
yang mahal ke tindakan restorasi 
gambut per manen (rewett ing 
dan reboisasi), serta tidak gengsi 
m e n g o p t i m a l k a n  d i p l o m a s i 
i nt e r na s i o na l  u nt u k  b a nt u a n 
water bombing maupun teknologi 
modi�kasi cuaca. Pemerintah juga 
harus memberi ruang penuh bagi 
para ilmuwan untuk mengkaji 

kedalaman kerusakan ekologis ini 
secara independen, agar setiap 
kebijakan yang diambil benar-benar 
berbasis sains (science-based policy) 
dan bukan sekadar kompromi politik 
sesaat.
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JAKARTA - Lembaga Kajian Keilmuan 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
(LK2 FHUI) mengusulkan empat pilar 
yang harus diperhatikan oleh Komisi 
III DPR di dalam Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Perampasan 
Aset. “Pengaturan perampasan aset itu 
memang sudah menjadi kebutuhan 
yang cukup mendesak,” kata Ketua 
LK2 FHUI Arvin Rumbiak saat rapat 

bersama Komisi III DPR RI di kompleks 
parlemen, Jakarta, Senin (26/10/2026). 
Adapun empat pilar tersebut adalah 
soal mekanisme due process of law, 
illicit enrichment atau peningkatan 

kekayaan tidak wajar, lembaga pengelola 
aset, dan perlindungan pihak ketiga dan 
termohon.

Terkait dengan mekanisme due process 
of law, dia memandang penggunaan 

upaya paksa sesuai Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang 
diperbolehkan, seperti penyitaan dan 
pemblokiran terlebih dahulu. Namun, 
dia meminta agar harus tetap dilakukan 
permohonan kepada pengadilan agar 
setelahnya dikeluarkan suatu penetapan 
perampasan aset. Kemudian pilar yang 
kedua terkait dengan illicit enrichment 
harus sangat diperhatikan agar tidak 
mengurangi hak asasi manusia (HAM) 
dan juga asas praduga tak bersalah yang 
dimiliki oleh setiap manusia.

S e l a n j u t n y a  p i l a r  k e t i g a ,  d i a 
mengusulkan adanya lembaga baru 
untuk pengelolaan aset hasil sitaan. 
Dalam beberapa kasus dari riset yang 
dia temukan, dia menilai Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(Rupbasan) seringkali kurang dapat 
menjaga kondisi dari barang sitaan 
atau barang rampasan. Dia mengatakan 
lembaga itu diperlukan untuk fokus 
mengelola hasil perampasan aset saja 
agar tetap dapat terjaga.(jpnn)

TILONGKABILA-GP- Mengisi waktu 
luang dengan kegiatan bermanfaat, 
sejumlah pegawai Sekretariat DPRD 
Bone Bolango mengikuti pembelajaran 
Dirosa atau pendidikan Alquran untuk 
orang dewasa. Kegiatan yang berawal 
dari keinginan para pegawai untuk 
belajar mengaji ini terus berlanjut 
sejak didatangkan guru mengaji untuk 

membimbing mereka.
Kepala Bagian Umum dan Keuangan 

Sekretariat DPRD Bone Bolango, Hasna 
Abukasi, mengatakan, kegiatan tersebut 
sejatinya telah berjalan selama satu tahun. 
Dari sebanyak 10 orang yang mengikuti 
pembelajaran sejak awal, delapan orang 
bertahan hingga pelaksanaan ujian yang 
digelar Selasa(27/10) kemarin.

“Ini bukan program resmi, tetapi 
karena teman-teman ingin belajar 
mengaji, maka kami memanggil guru 
mengaji untuk membimbing mereka. 
Saya juga mempersilakan teman-teman 

yang memang mau mengikuti Dirosa 
dan berharap mereka bisa bertahan,” 
ujarnya.

Setelah mengikuti ujian, para peserta 
nantinya direncanakan untuk mengikuti 
wisuda pada November mendatang. 
Dia berharap, melalui kegiatan Dirosa 
dapat menumbuhkan hal-hal positif 
di lingkungan Sekretariat DPRD Bone 
Bolango. Sehingga, waktu luang yang 
dimiliki pegawai dapat diisi dengan 
kegiatan bermanfaat, khususnya untuk 
meningkatkan kemampuan membaca 
Alquran.(csr)

Usulan Mahasiswa UI untuk RUU Perampasan Aset

Setwan Bonbol Isi Waktu 
Luang Belajar Dirosa

Demi Meningkatkan 
Kemampuan Membaca 
Alquran Pegawai

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 18/DI304-30.05/X/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan 
ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaft-
aran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa 
keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan 
bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian ser-
tipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut 
hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas     : 6768/2026
Nama Pemohon  : DAHRI K YUSUF
DI 301           : 1581/2026

No.      Nomor Hak Nama Pemegang 
Hak

 Alamat Pemegang 
Hak

Tanggal
Pembukuan

Keterangan

1. 30.05.02.06.1.004
38

SURYO
HADISANTOSO

SIDOMULYO     03/08/2012

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
JLN. PROF. DR. ING. B. J HABIBIE DESA MOUTONG KEC. TILONGKABILA

BONE BOLANGO Telp. (0435)824582 
PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG

Nomor : 19/DI304-30.05/X/2026
Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan 
ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaft-
aran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa 
keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan 
bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian ser-
tipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut 
hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas     : 6770/2026
Nama Pemohon  : DAHRI K YUSUF
DI 301           : 1580/2026

No.      Nomor Hak Nama Pemegang 
Hak

 Alamat Pemegang 
Hak

Tanggal
Pembukuan

Keterangan

1.
30.05.02.06.1.004

36

SURYO
HADISANTOSO
LEE

JL. BANDES KEL.
PADEBUOLO
KEC. KOTA 
TIMUR

    09/07/2012

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
JLN. PROF. DR. ING. B. J HABIBIE DESA MOUTONG KEC. TILONGKABILA

BONE BOLANGO Telp. (0435)824582 
PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG

Nomor : 17/DI304-30.05/X/2026
Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan 
ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaft-
aran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa 
keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan 
bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian ser-
tipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut 
hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas     : 6767/2026
Nama Pemohon  : DAHRI K YUSUF
DI 301           : 1580/2026

No.      Nomor Hak Nama Pemegang 
Hak

 Alamat Pemegang 
Hak

Tanggal
Pembukuan

Keterangan

1.
30.05.02.06.1.005

46

SURYO
HADISANTOSO

DUSUN IV, DESA
SIDOMULYO, 
KEC.
BOLIYOHUTO

05/03/2015

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
JLN. PROF. DR. ING. B. J HABIBIE DESA MOUTONG KEC. TILONGKABILA

BONE BOLANGO Telp. (0435)824582 

(FOTO ISTIMEWA) 

SEJUMLAH pegawai Sekretariat DPRD Bonbol berpose usai ikuti ujian persiapan wisuda belajar membaca Alquran.

TILONGKABILA-GP — Badan Pembentukan 
Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bone 
Bolango kembali mengagendakan paripurna 
tujuh rancangan peraturan daerah (Ranperda) 
yang sebelumnya sempat tertunda. Rencana ini 
menyusul adanya gambaran kesiapan sejumlah 
pihak untuk melaksanakan paripurna tersebut.

Ketua Bapemperda DPRD Bone Bolango, 
Romi Mohamad, mengatakan, penundaan 
paripurna sebelumnya bukan karena pihaknya 
belum siap. Menurutnya, seluruh Ranperda 
yang akan diparipurnakan telah siap, sehingga 
pelaksanaan paripurna kini tinggal menunggu 
kesiapan bersama, baik dari pihak DPRD maupun 
pemerintah daerah.

“Kalau berkaitan dengan Ranperdanya, saya 
pastikan sudah siap. Maka, kami menunggu 
kesiapan saja,” ujarnya.

Romi menyampaikan, jika tidak ada kendala, 
paripurna tujuh Ranperda tersebut direncanakan 
berlangsung awal pekan depan, antara Senin atau 
Selasa. Dari tujuh Ranperda itu, enam merupakan 
usul inisiatif DPRD Bone Bolango yang mencakup 
sejumlah sektor, di antaranya pariwisata, kawasan 
industri, penyandang disabilitas, dan minuman 
beralkohol. Sementara satu Ranperda lainnya 
merupakan usul inisiatif eksekutif terkait 
perubahan pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) 
Kabupaten Bone Bolango.(csr)

TILONGKABILA-GP - Ketua Dewan Kabupaten 
Bone Bolango, Faisal Yunus, menyampaikan 
ucapan selamatnya dalam peringatan Hari 
Sumpah Pemuda tahun 2026. Dalam kesempatan 
ini, ia menekankan pentingnya peran aktif pemuda 
sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen 
perubahan dalam berbagai aspek pembangunan 
daerah.

Faisal menjelaskan bahwa harapan untuk 
meningkatkan peran pemuda harus menjadi 
semangat dan cita-cita yang luhur. Oleh karena itu, 
tanggung jawab dan hak-hak pemuda perlu terus 
digalakkan untuk menumbuhkan aspek etika, 
moralitas, dan akhlak mulia yang berlandaskan 
iman dan taqwa.

L ebih lanjut,  ia  menambahkan bahwa 
peningkatan peran aktif pemuda juga harus 
mencakup pemahaman tentang kearifan budaya, 
kepedulian terhadap masalah lingkungan, 
kesadaran hukum, serta menjaga kebersamaan 
dalam bingkai kebangsaan Bhineka Tunggal Ika. 

Dengan semangat ini, diharapkan pemuda dapat 
memberikan kontribusi positif bagi kemajuan 
daerah dan bangsa.

“Dengan membangkitkan perannya, pemuda 
akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
kreativitas dan pemberdayaan. Oleh karena itu, 
pemuda harus berperan aktif sebagai kekuatan 
moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam 
aspek pembangunan daerah,” ujarnya belum lama 
ini. (csr)

Peran Aktif Pemuda 
Ditingkatkan

Bapemperda Agendakan 
Paripurna 7 Ranperda

SEMPAT TERTUNDA



TERBIT SENIN - JUMAT   |   12 HALAMAN

www.gorontalopost.id

Rp. 10.000,-

Terverifikasi Faktual
Dewan Pers

No: 169/DP-Terverifikasi/K/IV/2018

SENIN, 6 OKTOBER    TAHUN 2025

Pertama dan Terbesar di Gorontalo
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Bersambung ke Hal.2

Gaya Purbaya
Oleh: Dahlan Iskan

SETINGGITINGGI  jabatan direktur 
utama sebuah bank pemerintah, tetaplah 
ia/dia seorang bawahan. Ia/dia masih 

punya atasan. 

BE R B E D A  d a r i  s i d a k 
sebelumnya yang umumnya 
dilakukan subuh hari untuk 

menyaksikan proses memasak, 
dan penyajian MBG. Sidak kali 
ini  dilaksanakan pada siang 
hari sekitar pukul 13.00 WITA. 
Tujuannya, memastikan apakah 
proses pencucian ompreng sudah 
memenuhi standar operasional 
prosedur (SOP).

“Dari hasil peninjauan, saya 
menilai  pencucian ompreng 

berjalan baik  karena sudah 
menggunakan alat pengering. Ini 
tentu kami apresiasi,-  kata Idah.

Meski demikian, saat sidak, 
Wagub Idah Syahidah dan tim 
menemukan adanya aktivitas 
memasak pada jam distribusi. 
Padahal, seharusnya pada jam - 
jam itu, MBG sudah siap disalurkan 
ke sekolah SMA/sederajat. Setelah 
dikon�rmasi, 

WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie terus 
menunjukkan komitmennya menjaga kualitas Program Makan Bergizi 

Gratis (MBG). Tidak hanya fokus pada gizi dan keamanan makanan, kali 
ini Idah menekankan aspek kebersihan Food Tray MBG atau ompreng. 

Sidak digelar di dapur Sentra Penyedia Pangan Gorontalo (SPPG) 
Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (3/10).

WAKIL GUBERNUR IDAH SYAHIDAH RH TERUS PANTAU SPPG DI GORONTALO

Selain Menu, Kebersihan Omprengan juga Diperhatikan

Bersambung ke Hal.2

(FOTO - FADLY/
DISKOMINFOTIK)

WAKIL
Gubernur 
Gorontalo 

Idah Syahidah 
Rusli Habibie 
saat melihat 

langsung 
proses 

pencucian 
food tray atau 

ompreng 
atau tempat 

MBG di SPPG 
Tuladenggi, 
Telaga Biru, 

Kab Gorontalo, 
Jumat (3/10). 

SK PPP 
MARDIONO 

DIGUGAT

(FOTO : TANGKAPAN LAYAR) 

API melahap dua rumah di Jln 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo, Ahad (5/10). 

KEBAKARAN

Dua Rumah dan 
Bengkel Ban Ludes

GORONTALO - GP - Kebakaran hebat menggagerkan warga Kelurahan Ipilo, 
Kecamatan Kota Timur, tepatnya di Jln 23 Januari, Kota Gorontalo, Ahad (5/10) 

pagi. Dua rumah berdekatan  dan sebuah bengkel ban ludes dilalap si jago 
merah. Kebakaran sempat menyedot perhatian warga, yang kebetulan saat itu 

sedang diberlakukan Car Free Day. 

Bersambung ke Hal.2

J A K A R TA  - G P -  P a r t a i  P e r s a t u a n 
P e m b a n g u n a n  a t a u  P P P  ku b u  A g u s 
Suparmanto menyatakan bakal menggugat 
SK Kepengurusan kubu Muhammad Mardiono 
yang telah disahkan Kementerian Hukum ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 

2020-2025, M Romahurmuziy menyebut 
pihaknya sedang menyiapkan gugatan tersebut 
untuk segera didaftarkan ke PTUN.“Kita ketemu 
di Pengadilan. Ya, akan kita gugat, segera,” ujar 
Rommy kepada wartawan, Jumat (3/10).

DUALISME PPP

Bersambung ke Hal.2

Bersambung ke Hal.2

SIDOARJO - Tim SAR gabungan 
kembali menemukan 20 korban 
dalam operasi pencarian hari 
ketujuh ambruknya musala 
Pondok Pesantren (Ponpes) 
Al-Khoziny di Sidoarjo, Ahad 
(5/10). 

Kepala Kantor SAR Surabaya 
selaku On Scene Coordinator 
(OSC) Nanang Sigit menjelaskan 
proses pencarian difokuskan di 
sektor A1, A2, A3, dan A4 dengan 
prioritas pembersihan puing di 
sisi utara bangunan yang tidak 
terintegrasi dengan struktur 
utama. 

TRAGEDI PONPES AL KHOZINY

Korban Meninggal jadi 46 Orang

(FOTO : AP/ BASARNAS) 

TIM penyelamat membawa jenazah korban reruntuhan 
bangunan musala runtuh di pondok pesantren Al Khoziny di 
Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada 46 jenazah yang ditemukan 

hingga Ahad (5/10). 

ANISHA APRILIA-DISWAY.ID 

MENKEU Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan 
bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 
rencana pemindahan dana sebesar Rp 200 triliun 
dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.

KOTA GORONTALO
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RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI

G O R O N TA L O  –  G P 
– Revitalisasi interior 
gedung Bele Li  Mbui 
y a n g  d i p e r s i a p k a n 
menjadi Mal Pelayanan 
P u b l i k  ( M P P )  K o t a 
Gorontalo menunjukkan 
p e r k e m b a n g a n 
positif.  Hingga Selasa 
(27/10/2026),  progres 
p e k e r j a a n  t e r c a t a t 
mengalami deviasi positif 
sebesar 3,4 persen.

C a p a i a n  t e r s e b u t 
d i k e t a h u i  s e t e l a h 
t im Inspektorat  Kota 
Gorontalo melakukan 
monitoring dan evaluasi 
(monev) langsung di lokasi 
pekerjaan. Pemantauan itu 
turut didampingi Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum 
d a n  Pe nat aa n  Ru a ng 
(PUPR) Kota Gorontalo, 
Meidy Novieta Silangen.

Meidy mengatakan, 
h a s i l  p e m a n t a u a n 
menunjukkan aktivitas 
p e n g e r j a a n  i n t e r i o r 
terus berjalan dengan 
baik. Tim pelaksana juga 
dinilai mampu menjaga 
perkembangan pekerjaan 
sesuai tahapan yang telah 
direncanakan.

“Alhamdulillah, tadi kita 
lihat tim sudah bekerja 
dengan begitu luar biasa. 
Dan saat ini positif di 3,4 
deviasinya,” kata Meidy.

Menurutnya, sejak awal 
pelaksanaan, pekerjaan 
revitalisasi telah dibagi ke 
dalam enam kelompok. 
Pembagian ini dilakukan 
u n t u k  m e m u d a h k a n 
penanganan setiap bagian 
p e k e r j a a n  s e k a l i g u s 
m e m a s t i k a n  p r o s e s 
pengerjaan berlangsung 
l e b i h  t e ra ra h.  Me s k i 
progres menunjukkan 
hasil positif, pelaksanaan 

p e k e r j a a n  m a s i h 
menunggu kedatangan 
satu jenis material yang 
dibutuhkan untuk tahapan 
berikutnya. “Sekarang 
masih menunggu bahan 
satu lagi untuk pekerjaan 
selanjutnya,” ujarnya.

M e i d y  b e r h a r a p 
keterlambatan kedatangan 
m a t e r i a l  t e r s e b u t 
t i d a k  m e m e n g a r u h i 
k e s e l u r u h a n  j a d w a l 
p e k e r j a a n .  P e m k o t 
G o r o n t a l o  t e t a p 
menargetkan revitalisasi 
interior gedung Bele Li 
Mbui dapat diselesaikan 
sebelum 28 Desember 
2026.

“Insyaallah ditargetkan 
s e b e l u m  t a n g g a l  2 8 
Desember semua sudah 
selesai,” katanya.

Revitalisasi gedung Bele 
Li Mbui menjadi bagian 
dari upaya Pemerintah Kota 
Gorontalo menghadirkan 
Mal Pelayanan Publik 
sebagai pusat layanan 
pemerintahan terpadu.

K e h a d i r a n  M P P 
diharapkan memudahkan 
m a s y a r a k a t  d a l a m 
m e n g a k s e s  b e r b a g a i 
layanan administrasi 
di satu lokasi. Dengan 
demikian, warga tidak perlu 
lagi mendatangi sejumlah 
kantor  pemerintahan 
berbeda untuk mengurus 
berbagai keperluan.

Progres pekerjaan yang 
terus dipantau diharapkan 
d a p a t  m e n d u k u n g 
penyelesaian revitalisasi 
sesuai target, sehingga 
gedung tersebut dapat 
d i p e r s i a p k a n  u n t u k 
menunjang pelayanan 
publik yang lebih mudah, 
cepat, dan terintegrasi.
(adv)

Revitalisasi Interior MPP Terus Dikebut
DEVIASI POSITIF 3,4 PERSEN

Gorontalo, 27 Oktober 2026

90.046.697.468,01 Saldo Akhir per 26 Oktober 2026

5.484.903.518,00Pengeluaran Kas Daerah
per 26 Oktober 2026

798.387.120,00Penerimaan Kas Daerah
per 26 Oktober 2026

94.733.213.866,01Posisi Saldo Kas BUD per 25Oktober 2026

POSISI KAS DAERAH PER 26 OKTOBER 2026

Tembus 32 Besar 
KORPRINAS 2026 

GORONTALO - GP - Kontingen Kota Gorontalo 
menorehkan hasil positif dalam debutnya di 
Turnamen Mobile Legends KORPRINAS 2026. Dua 
tim yang mewakili KORPRI Kota Gorontalo, Lahilote 
Esport dan Otanaha Esport, sama-sama berhasil 
melaju ke babak 32 besar lower bracket.

Pencapaian tersebut menjadi modal penting 
bagi kedua tim untuk bersaing lebih jauh dalam 
kompetisi esport tingkat nasional yang diikuti 
hampir 800 tim dari berbagai instansi KORPRI di 
Indonesia.

Hingga 26 Oktober 2026, Lahilote Esport dan 
Otanaha Esport secara keseluruhan telah mengoleksi 
empat kemenangan dari lima pertandingan yang 
dijalani.

Pada babak 32 besar lower bracket, Lahilote Esport 
dijadwalkan menghadapi tim Dinas Kebudayaan 
Provinsi Bali. Sementara itu, Otanaha Esport akan 
berhadapan dengan tim Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial 
Budaya KORPRI Kota Gorontalo, Yusrianto Kadir, 
mengapresiasi perjuangan para pemain yang 
mampu menunjukkan daya saing di tengah ketatnya 
persaingan.

Menurut Yusrianto, capaian tersebut menjadi 
kebanggaan tersendiri karena tahun ini merupakan 
kali pertama KORPRI Kota Gorontalo mengirimkan 
tim untuk berkompetisi dalam turnamen esport 
nasional.

Ia menjelaskan, keikutsertaan Lahilote Esport 
dan Otanaha Esport merupakan bagian dari upaya 
memberikan ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) 
untuk mengembangkan potensi dan kemampuan 
di bidang olahraga elektronik.

Partisipasi kedua tim juga mendapat restu Wali 
Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Wakil Wali 
Kota Indra Gobel, serta dukungan Ketua Dewan 
Pengurus KORPRI Kota Gorontalo, Nuryanto, 
bersama jajaran pengurus.

“Untuk pertama kalinya, KORPRI Kota Gorontalo 
mengikutsertakan dua tim ASN Pemerintah Kota 
Gorontalo dalam Turnamen Esport Mobile Legends 
KORPRINAS 2026. Keikutsertaan ini tentu menjadi 
pengalaman berharga bagi kami, terlebih kedua 
tim mampu melaju hingga babak 32 besar,” ujar 
Yusrianto.

Sementara itu, koordinator tim esport KORPRI 
Kota Gorontalo menilai peluang Lahilote Esport dan 
Otanaha Esport untuk melangkah lebih jauh masih 
terbuka. Kedua tim diharapkan mampu menjaga 
konsistensi permainan dan memaksimalkan 
kesempatan pada pertandingan berikutnya.

Ia menegaskan, capaian hingga babak 32 besar 
patut diapresiasi, terutama karena Kota Gorontalo 
baru pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi 
dengan jumlah peserta yang begitu besar.

“Menurut kami, peluang kedua tim untuk melaju 
masih sangat besar. Harapannya, Lahilote Esport 
dan Otanaha Esport bisa terus melangkah sampai 
sejauh mungkin. Apa pun hasil yang diraih, ini sudah 
menjadi pencapaian yang sangat baik karena Kota 
Gorontalo baru pertama kali mengikuti turnamen 
nasional dengan jumlah peserta hampir 800 tim,” 
ungkapnya. Lebih dari sekadar hasil pertandingan, 
pengalaman bertanding di KORPRINAS 2026 
diharapkan menjadi bekal bagi KORPRI Kota 
Gorontalo untuk membangun tim esport yang lebih 
kompetitif pada penyelenggaraan berikutnya.

Dukungan dari seluruh unit KORPRI dan 
masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi para pemain dalam menghadapi 
pertandingan selanjutnya.

“Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh 
unit KORPRI yang ada di Kota Gorontalo serta 
masyarakat Kota Gorontalo agar kedua tim bisa 
terus berjuang dan memberikan hasil terbaik,” 
tambah koordinator tim.

Keberhasilan Lahilote Esport dan Otanaha 
Esport menembus 32 besar menjadi langkah 
awal bagi pengembangan esport di lingkungan 
ASN Pemerintah Kota Gorontalo. Kini, kedua tim 
berpeluang melanjutkan perjuangan sekaligus 
membawa nama daerah bersaing dengan perwakilan 
instansi lain dari seluruh Indonesia.(adv)

Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen 
ketika mendampingi tim Monev Inspektorat di MPP, 
Selasa (27/10/2026).

GORONTALO-GP -Pemerintah Kota 
Gorontalo mulai memperluas dukungan 
lintas sektor untuk menyukseskan program 
AIR LANSIA (Akses, Integrasi, Respons 
Layanan Lanjut Usia). Di tengah keterbatasan 
anggaran, program ini akan mengandalkan 
kolaborasi antara pemerintah, akademisi, 
dan pelaku usaha guna meningkatkan 
kesejahteraan warga lanjut usia (lansia).
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan 
Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Gorontalo, 
Eladona Oktamina Sidiki, mengatakan 
keterlibatan berbagai pihak menjadi strategi 
penting agar pelayanan kepada lansia 
tetap berjalan optimal, meski pemerintah 
sedang melakukan e�siensi anggaran.Hal 
itu disampaikan Eladona seusai kegiatan 
sosialisasi program AIR LANSIA di Kantor 
Kecamatan Kota Utara, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, program yang masih berada 
pada tahap awal pelaksanaan tersebut 
membutuhkan dukungan dari berbagai 
mitra untuk memperluas jangkauan 
pelayanan tanpa sepenuhnya bergantung 
pada pembiayaan APBD.“Jadi yang pertama 
karena ini baru di tahap awal, jadi saat 
ini kami masih mengoptimalkan dengan 
kondisi e�siensi anggaran baik dari APBD 
itu sendiri maupun dari beberapa mitra 
lembaga yang terkait,” ujar Eladona.

Salah satu bentuk dukungan diwujudkan 
melalui kerja sama dengan Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo 
(UNG). Kolaborasi ini diarahkan untuk 
memberikan pendampingan psikososial 
bagi lansia yang membutuhkan perhatian 
khusus.Selain pendampingan, kerja sama 
tersebut mencakup kunjungan langsung ke 
rumah atau home visit. Melalui pendekatan 
ini, kebutuhan lansia diharapkan dapat 

teridentifikasi secara lebih menyeluruh, 
baik dari sisi medis maupun psikososial.

“Bagaimana kita kolaborasi kerja 
sama ini yaitu mereka akan melakukan 
pendampingan terhadap lansia yang butuh 
pendampingan sosial melalui psikososial, 
kemudian ada home visit baik secara medis 
maupun psiko sosial-nya,” jelasnya.

Tidak hanya melibatkan kalangan 
akademisi, Dinsos-PM juga membuka 
ruang partisipasi bagi pelaku usaha. 
Dukungan sektor swasta diharapkan 
dapat membantu penyediaan alat bantu 
serta memenuhi kebutuhan sosial lain 
yang diperlukan para lansia.“Kemudian 
juga dari pelaku-pelaku usaha kami 
berkolaborasi yaitu melakukan penanganan 
intervensi alat bantu maupun kebutuhan-
kebutuhan sosial lainnya,” tambah 
Eladona.Ia menegaskan, pelaksanaan AIR 
LANSIA mengedepankan pola kolaborasi 
pentahelix, yakni keterlibatan berbagai 
unsur untuk mendukung keberhasilan 
program. Dengan pendekatan tersebut, 
penanganan lansia tidak hanya menjadi 
tanggung jawab pemerintah, tetapi juga 
membutuhkan peran aktif masyarakat 
dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kerja sama lintas sektor, Pemkot 
Gorontalo berharap pelayanan terhadap 
lansia dapat semakin terintegrasi dan 
mampu menjawab kebutuhan mereka 
secara lebih tepat.“Mekanisme kerja sama 
ini berdasarkan pola pentahelix. Jadi 
penanganan lansia ini tidak semata-mata 
menjadi tanggung jawab pemerintah saja, 
tapi menjadi tanggung jawab bersama 
untuk bagaimana mewujudkan lansia yang 
sejahtera dan bermartabat,” pungkasnya.
(adv)

GORONTALO - GP - Gerakan 
Pramuka dinilai memiliki peran 
strategis dalam membentuk 
karakter generasi muda, terutama 
di tengah pesatnya perkembangan 
t e k n o l o g i  d a n  t a n t a n g a n 
pergaulan. 

Maka dari itu, pembinaan 
melalui kegiatan kepramukaan 
p e r l u  d i p e r k u a t  d e n g a n 
dukungan sekolah, keluarga, dan 
pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan 
Asisten I  Pemer intah Kota 
Gorontalo, Iskandar Moerad, 
saat menghadiri Kursus Orientasi 
Ketua Majel is  Pembimbing 
Gugus Depan (Mabigus) Gerakan 
Pramuka se-Kota Gorontalo, 
Selasa (27/10/2026), di Aula 
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 
Gorontalo.

Menurut Iskandar, kepala sekolah 
yang bertindak sebagai Mabigus 

memiliki tanggung jawab penting 
dalam mengarahkan kegiatan 
kepramukaan agar menjadi sarana 
pembinaan karakter, kedisiplinan, 
serta penguatan mental peserta 
didik.

I a  m e n e g a s k a n ,  p r o s e s 
pendidikan tidak cukup hanya 
mengandalkan pembelajaran 
di ruang kelas. Anak-anak juga 
membutuhkan kegiatan positif yang 
dapat membentuk kepribadian 
s e k a l ig u s  m e ng e mb a ng k a n 
potensi mereka.“Pramuka ini 
merupakan satu gerakan yang 
akan mengarahkan anak-anak ke 
kegiatan-kegiatan positif,” ujarnya.
Iskandar menilai,  kemajuan 
teknologi yang semakin pesat harus 
diimbangi dengan pengawasan dan 
pendampingan yang memadai. 
Sekolah dan orang tua perlu 
mengambil peran bersama dalam 
memastikan anak-anak tumbuh di 
lingkungan pergaulan yang sehat 
serta terlibat dalam aktivitas yang 
bermanfaat.

Untuk mendukung pembinaan 
tersebut, ia mendorong para 
Mabigus membangun komunikasi 
dan kerja sama dengan pembina 

Pramuka, kwartir, komite sekolah, 
orang tua peserta didik, hingga 
pemerintah di tingkat kecamatan.

Sinergi antarpihak dinilai penting 
agar kegiatan kepramukaan 
tidak sekadar menjadi aktivitas 
ekstrakurikuler, tetapi juga menjadi 
bagian dari upaya membangun 
generasi muda yang memiliki 
karakter kuat dan bertanggung 
jawab.Lebih lanjut, Iskandar 
mengingatkan bahwa Gorontalo 
yang dikenal sebagai Kota Serambi 
Madinah memiliki tanggung jawab 
untuk menanamkan nilai-nilai 
agama, moral, dan budaya dalam 
kehidupan generasi penerus.

Ia berharap Gerakan Pramuka 
dapat terus mengambil bagian 
dalam menyiapkan generasi 
muda yang tidak hanya unggul 
dalam kemampuan, tetapi juga 
memiliki integritas, keimanan, dan 
kepedulian terhadap lingkungan 
serta masyarakat.

“G erakan Pramuka har us 
menjadi gerakan bersama dalam 
mempersiapkan generasi penerus 
yang tangguh, berintegritas, 
beriman dan memiliki semangat 
pengabdian,” tegasnya.(adv)

Mabigus Diminta Perkuat Pembinaan Generasi Muda 

Tak Hanya Andalkan APBD

AIR LANSIA Gandeng Kampus dan Dunia Usaha 
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Pj Sekda Nuryanto meninjau Ipal Bulotadaa didampingi Direktur Perumda Muara Tirta, 
Lucky Paudi, Selasa (27/10/2026).
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Asisten I Setda Kota Gorontalo, Iskandar Moerad memberikan arahan 
pada Kursus Orientasi Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan 
(Mabigus) Gerakan Pramuka se-Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2026), di 
Aula Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gorontalo.

Dua Tim Esport KORPRI Kota Gorontalo




